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Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan judul “Ketentuan 
Pengesahan Perceraian di Luar Makhamah Syariah Dalam Seksyen 55 Ordinan 43 
UNdang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan Relavansinya Bagi Kompilasi 
Hukum Islam. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang menimbulkan 
dalam rumusan masalah yaitu: bagaimana ketentuan pengesahan di luar 
Makhamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001 dan bagaimana relevansi ketentuan pengesahan perceraian di luar 
Makhmah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001 dengan Kompilasi Hukum Islam. 
Penelitian ini sumber data yang digunakan penulis untuk penelitian ini 
adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan 
dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola 
induktif. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan pengesahan perceraian 
di luar Makhamah Syariah sangat relevan diterapkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam yang mempunyai kekurangan yaitu dalam penetapan sanksi dan tempo 
pengesahan perceraian untuk dijadikan nilai kemaslahatan umat Islam di Indonesia 
serta dapat membantu agar mematuhi hukum yang berlaku. 
 
































 This thesis is the result of qualitative research with the title “Ketentuan 
Pengesahan Perceraian di Luar Mahkamah Syariah Dalam Seksyen 55 Ordinan 43 
Undang-undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan Relavansinya Bagi Kompilasi 
Hukum Islam”. This thesis is written to answer the question that raises in the 
formulation of the problem that is how the provisions of the confirmation of 
divorce outside the Syariah court in section 55 of ordinance 43 of Islamic family 
law Sarawak 2001 with compilation of Islamic law. 
 In this study, the data sources used by the author are primary and 
secondary. The data collection techniques used are interviews and documentation. 
then analysed using descriptive analysis techniques with inductive patterns. 
 The results of this study conclude that the provisions of divorce 
confirmation outside the Syariah court are very relevant to be applied in the 
compilation of Islamic law which has deficiencies in setting sanctions and tempo 
of divorce confirmation to be the value of the welfare of Muslims in Indonesia and 
can help to comply with applicable laws. 
 
































 55الشريعة يف القسم  كمةحمهو نتيجة للتدقيق النوعي مع عنوان "أتكيد الطالق وراء  بحثهذا ال
وأمهيته لتجميع الشريعة اإلسالمية.  2001من قانون األسرة اإلسالمية ساراواك  43من املرسوم 
: كيف يتم حتديد التحقق بحثالهذا النص مكتوب للرد على االستفسارات اليت تثري يف مشاكل 
، ومدى 2001ساراواك  من قانون األسرة اإلسالمية 43من املرسوم  55الشريعة يف القسم  حمكمة
من قانون األسرة  43من املرسوم  55 القسمالشريعة يف  حمكمة صلة أتكيد الطالق خارج
 اإلسالمية
أويل واثنوي. تقنيات مجع  مصدرهو  باحثةيف مصادر البياانت اليت يستخدمها ال بحثال وهذا
 ع أمناط رئيسية.م الوصفي مع حتليلالبياانت حتليل و البياانت هي املقابالت والتوثيق. 
الشريعة له أمهية كبرية يف  حمكمة إىل أن حتديد أتكيد الطالق خارج بحثالوختلص نتيجة هذا 
جمموعة الشريعة اإلسالمية اليت تفتقر إىل العقوابت والتحقق من الطالق الستخدامها كقيمة 
 ملسلمني يف إندونيسيا وكذلك للمساعدة يف االمتثال للقوانني اليت حتدث.ا ملصلحة
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A. Latar belakang Masalah 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 
perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa1. Adalah karena negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang sila 
pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan 
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian. 
Perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/Jasmani tetapi juga memiliki 
unsur batin/rohani.2 
Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “Kawin” yang 
secara bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan 
hubungan kelamin atau bersetubuh.3 Dalam bahasa Melayu (terutama di 
Malaysia dan Brunei Darussalam), digunakan istilah kahwin. Kahwin ialah 
“Perikatan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan menjadi suami 
istri, nikah.” Berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri (suami).4 
 
1 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang  No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
2 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undangan No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam  (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2. 
3 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 
456. 
4 Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), 
558. 
 



































Menurut fiqih, perkawinan dalam bahasa Arab disebut al nikah. 
Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah 
pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam 
syariat dikenal dengan akad nikah. Sementara secara syariat berarti sebuah akad 
yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan 
berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan jika perempuan 
tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.5 
Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan 
dalam hukum Islam berbunyi: Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
miitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan ibadah. Kata miitsaqan ghalidzan ini tertarik dari firman Allah Swt. 
Yang terdapat pada surat An-Nisa’ ayat 21 yang berbunyi:  
ثَاقًا ِمْنُكمْ  وهَاَخْذنَ  بـَْعض   ِاٰل  بـَْعُضُكمْ  اَْفٰضى َوَقدْ  وََكْيَف ََتُْخُذْونَهُ  َغِلْيظًا مِ يـْ  
Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada 
istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang 
lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari 
kamu perjanjian yang kuat (miitsaqan ghalidzan). 
 
Perkawinan merupakan ibadah Sunnah yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia karena melakukannya dengan yang sah. Dalam Al-Quran 
perkawinan disebutkan dalam surah An-Nisa’ ayat 1 yang berbunyi: 
 
5 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et al., jilid 9, cet. 
1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 39. 
 
 



































َها زَ  َيُـَّها النهاُس اتـهُقْوا َربهُكُم الهِذْي َخَلَقُكْم مِ ْن نـهْفس  وهاِحَدة  وهَخَلَق ِمنـْ ُهَما ٰيٰا ْوَجَها َوَبثه ِمنـْ
ًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ   اَّللٰ َ  ِانه  ۗ َواًْلَْرَحامَ  َن بِهِ رَِجاًًل َكِثْْيًا وهِنَسۤاًءۚ  َواتـهُقوا اَّللٰ َ الهِذْي َتَسۤاَءُلوْ  َرِقيـْ  
Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan 
kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya 
(Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang 
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan 
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. 
 
Adapun tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal 3 Kompilasi 
Hukum Islam yang berbunyi: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ini 
dirumuskan melalui firman Allah Swt. yang terdapat di dalam surah Ar-Rum 
ayat 21 berbunyi: 
َها لِ َتْسُكنـُوْاا اَْزَواًجا اَنـُْفِسُكمْ  مِ نْ  َلُكمْ  َخَلقَ  اَنْ  َوِمْن ٰاٰيِتهِا  َنُكمْ  َوَجَعلَ  اِلَيـْ  ِفْ  ِانه ۗ وهَرْْحَةً  مهَودهةً  بـَيـْ
ُرْونَ  َقْوم  لِ  ًَلٰٰيت   ٰذِلكَ  يـهتَـَفكه  
Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir. 
 
Meskipun perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan Rahmah bagi pasangan suami istri yang memeluk 
agama Islam, namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga juga 
dimungkinkan timbul konflik permasalahan yang dapat mengakibatkan 
terancamnya keharmonisan ikatan perkawinan mereka. Apabila timbul konflik 
 



































permasalahan yang tidak memungkinkan untuk rukun kembali, maka keduanya 
bisa sepakat untuk memutuskan ikatan perkawinannya melalui perceraian. 
Perceraian adalah setelah adanya perkawinan. 
Perceraian secara bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai” 
yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran”an”, 
yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi 
“Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri6. Sementara 
menurut bahasa Arab, at-t}alaq (Perceraian) berasal dari kata at-t}alaq yang 
berarti melepaskan atau meninggalkan.7 Alasan putusnya perkawinan, menurut 
Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa putusnya perkawinan 
pada Bab XVI dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan yaitu kematian, perceraian dan 
atas putusan pengadilan. Seterusnya pasal 114 Kompilasi Hukum Islam 
menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian 
dapat terjadi karena t}alaq atau berdasarkan gugatan perceraian.  
Di Indonesia, dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak. Ketentuan ini berkesesuaian dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Sementara di Malaysia, menurut undang-undang di Sarawak 
dijelaskan di dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
yaitu Seksyen 45 tentang perceraian dengan t}alaq atau dengan perintah dalam 
 
6 Anton A. Moeliono, et al., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 163. 
7 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat II (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. 
 



































ayat 3 dinyatakan bahwa sekiranya pihak istri setuju untuk bercerai dan 
Makhamah Syariah memutuskan setelah penyelidikan bahwa perkawinan itu 
telah hancur dan tidak bisa disatukan kembali, maka Makhamah Syariah 
hendaklah menyarankan suami untuk mengucapkan t}alaq satu di depan 
Makhamah Syariah. 
Apabila telah diucapkan lafaz t}alaq di luar Makhamah Syariah, maka 
suami atau istri segera membuat pengesahan perceraian ke Makhamah Syariah 
dalam Seksyen 55 ayat 1 tentang pendaftaran perceraian di luar Makhamah 
Syariah dinyatakan bahwa seseorang suami yang telah menceraikan istrinya 
dengan lafaz t}alaq di luar Makhamah Syariah dan tanpa penetapan Makhamah 
Syariah, haruslah dalam masa tujuh hari dari lafaz itu, melaporkan kepada 
Makhamah Syariah. Karena jika tidak melapor, maka dipandang sebagai satu 
kesalahan dan akan dikenakan sanksi tidak melebihi satu ribu ringgit Malaysia 
(RM1,000) atau penjara kurungan maksimal enam bulan (6 bulan) atau kedua-
duanya dalam seksyen 128 tentang Perceraian di Luar Makhamah tanpa 
penetapan Makhamah Syariah.  
Setelah berlaku perceraian terdapat waktu iddah. Iddah adalah masa 
penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal 
mati suami, atau diceraikan.8 Berdasarkan firman Allah Swt. iddah disebutkan 
dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi: 
ء ۗ   َواْلُمطَلهٰقُت َيََتَبهْصَن ِِبَنـُْفِسِهنه ثـَٰلثََة قـُُرْوۤ
 
8 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, terj: Asep Sobari, et al., jilid 2 (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), 513. 
 



































 “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru9”.  
 
Menurut fiqih iddah adalah perhitungan atau sesuatu yang dihitung. 
Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari suci pada wanita. Sedangkan 
secara istilah, iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk 
melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik 
cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan 
rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.10 
Di Indonesia, menurut pasal 153 (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan 
bahwa perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu sejak 
jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu 
ditunggu sejak kematian suami. Sementara di Sarawak (Malaysia), menurut 
Hakim Najaruddin, iddah istri bermula sejak t}alaq dilafazkan. Beliau 
menguatkannya dengan berpendapat berdasarkan pandangan Mazhab Syafi’e 
yaitu mazhab utama yang digunakan di Malaysia khususnya di Sarawak.11  
Dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang 
perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian t}alaq di bawah tangan. 
Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ikrar suami yang 
 
9 Quru’ diartikan haid dan suci. 
10 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid II (Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1996), 
637. 
11 Abu Ubaidah Bin Fadzli, “Kedudukan dan Konsekuensi Hukum Talak Luar Sidang Pengadilan 
di Indonesia dan Malaysia: Studi Komparatif di Pengadilan Agama Kota Malang dan Makhamah 
Syariah Kuching Sarawak” (Skripsi--Fakultas Syari’ah, UIN Maula Malik Ibrahim, Malang, 2018), 
86. 
 



































diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila t}alaq 
dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian dianggap sah 
secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum 
dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. T}alaq di luar Pengadilan Agama 
tidak disahkan. Akibat dari itu, sering kali perempuan atau istri harus 
mengalami dua masa iddah yaitu setelah diucapkan oleh suami di luar dan di 
depan sidang Pengadilan Agama. Jadi permasalahan tersebut sangat komparatif 
dengan undang-undang yang berlaku di Sarawak. 
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin meneliti dengan judul 
“Ketentuan Pengesahan Perceraian di Luar Makhamah Syariah dalam Seksyen 
55 Ordinan 43 Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Sarawak 2001 dan 
Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum Islam”.  
 
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 
Dari penjelasan latar belakang masalah, dapat disimpulkan identifikasi 
dan pembatasan masalah sebagai berikut:  
1. Denda terhadap pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah menurut 
Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. 
2.  Mengenai perbedaan penetapan kedudukan iddah di Indonesia dan Malaysia. 
3. Ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam seksyen 
55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. 
 



































4. Relevansi ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam 
seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
dengan Kompilasi Hukum Islam.  
5. T}alaq di luar Pengadilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia (KHI). 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari penjelasan pembahasan masalah, dapat dirumuskan beberapa 
rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah 
dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 
2001? 
2. Bagaimana relevansi ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah 
Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001 dengan Kompilasi Hukum Islam? 
 
D. Kajian Pustaka 
Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini adalah: 
1. Skripsi yang ditulis Abu Ubaidah Bin Fadzli, mahasiswa Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul: Kedudukan dan 
Konsekuensi Hukum Talak Luar Sidang Pengadilan di Indonesia dan 
Malaysia: (Studi Komparatif di Pengadilan Agama Kota Malang dan 
Makhamah Syariah Kuching Sarawak) Tahun 2018. Penelitian ini 
 



































menjelaskan bahwa kedudukam talak di luar pengadilan di Pengadilan 
Agama Kota Malang dan Makhamah Syariah Kuching Sarawak adalah 
Pengadilan Agama Kota Malang tidak mengakui talak di luar pengadilan. 
Semua jenis perceraian harus diselesaikan di depan sidang pengadilan. 
Berbeda di Malaysia talak yang telah dijatuhkan di luar sidang pengadilan 
akan disahkan oleh Makhamah Syariah setelah menempuhi beberapa proses.  
Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengaji lebih jelas 
relevansinya dengan ketentuan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI. 
2. Skripsi yang ditulis Gusti Ardanishah Bin Gus Asmadi, mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul: Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Hukum dan Pelaksanaan Lafaz Cerai di Luar 
Makhamah Syariah: (Studi kasus di Sibu Sarawak Malaysia) Tahun 2016. 
Penelitian ini menjelaskan bahwa kasus itu setelah dibuktikan melakukan 
kesalahan dalam seksyen 128, melafazkan talak di luar Makhamah dan 
dikenakan sanksi oleh Makhamah dan disahkan bercerai setelah diputuskan 
oleh Makhamah. 
Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengaji tentang konsep 
talak Kompilasi Hukum Islam. 
3. Skripsi yang ditulis Muhammad Yalis Shokhib, mahasiswa Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul: Sanksi Hukum 
Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan 
Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam Positif) di Kota 
Malang Tahun 2013. Penelitian menjelaskan bahwa pemberian sanksi hukum 
 



































terhadap talak di luar Pengadilan Agama untuk menentukan sebagai penguat 
Undang-Undang dan nash dalam Al-Quran, supaya tidak terjadi banyaknya 
perceraian yang di benci oleh Allah Swt. Peneliti memilih sanksi hukum 
adalah lebih tepat untuk diberikan kepada pelaku talak di luar Pengadilan 
Agama yang berupa sanksi hukum melanggar untuk melakukan pernikahan 
baru. Selain itu sanksi denda yang akan menimbulkan akibat bagi pelaku 
talak di luar Pengadilan Agama, sehingga seseorang akan melakukan talak 
di hadapan Pengadilan Agama dan taat terhadap Undang-Undang yang telah 
diatur oleh Pemerintah. 
Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengkaji lebih jelas 
dalam Kompilasi Hukum Islam. 
4. Skripsi yang ditulis Asma’ul-Husna Binti Ahmad Sharkawi, mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007 yang 
berjudul: Perceraian di Propinsi Kuching Sarawak dan Cara 
Penyelesaiannya. Penelitian ini membahas bahwa terjadinya banyak 
perceraian belaku akibat kelalaian suami istri terhadap hak, tugas dan 
tanggungjawab dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian menjelaskan 
prosedur pengesahan perceraian tersebut memgikut seksyen 45 Ordinan 43 
Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dengan membuat 
permohonan perceraian.  
Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengaji tentang seksyen 
55 tentang pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam Ordinan 
43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. 
 



































5. Skripsi yang ditulis Dofir, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta Tahun 2010 yang berjudul: Kedudukan Hukum 
Pengucapan Ikrar Talak di luar Pengadilan Agama (Studi kasus di 
Pengadilan Agama Jakarta Timur). Penelitian ini membahas kedudukan 
hukum talak di luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Fiqh, UU No. 1 
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum talak tidak sah menurut 
UU No. 1 Tahun tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun 
fiqh menyatakan sah talak di luar pengadilan tapi tidak mempunyai kekuatan 
hukum positif. 
Perbedaan tersebut adalah penelitian ini tidak mengkaji lebih jelas 
tentang pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam seksyen 55 
Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan 
Relevansinya bagi Kompilasi Hukum Islam. Kajian ini adalah kajian yang 
mendalam kajian sebelumnya tentang talak di luar pengadilan. 
Dari persamaan dan perbedaan penelitian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa belum ada yang mengkaji skripsi ini yang berjudul “Ketentuan 
Pengesahan Pereraian di Luar Makhamah Syariah Dalam Seksyen 55 
Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan 








































E. Tujuan Penelitian 
Dapat disimpulkan bahwa dari rumusan masalah tersebut mempunyai 
tujuan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Mengetahui ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah 
dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 
2001. 
2. Mengetahui dan menganalisis relevansi ketentuan pengesahan perceraian di 
luar Makhamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang 
Keluarga Islam Sarawak 2001 dengan Kompilasi Hukum Islam. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan aspek teoritis dan aspek 
praktis diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Aspek Teoritis 
Untuk memperkayakan khazanah ilmu pengetahuan serta sebagai 
pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 
berhubungan dengan hukum keluarga Islam khususnya pembahasan talak. 
2. Aspek Praktis 
Mengembangkan sumbangan pemikiran kepada pengadilan agama 
dalam memberi putusan suatu perkara untuk menyelesaikan masalah 
terkaitan dengan Undang-Undang negara lain serta mengembangkan 
pengetahuan tentang Undang-Undang tersebut. Selanjutnya, memberi 
 



































masukan bagi Lembaga legislatif di Indonesia tentang pentingnya 
pengesahan talak di luar Pengadilan Agama. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk memudahkan memahami suatu kekeliruan dan kesalahan di dalam 
proposal ini, penulis mengemukakan pengertian dan penjelasan supaya 
penulisan ini dapat dipahami dengan judul “Ketentuan Pengesahan Perceraian 
di Luar Makhamah Syariah dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang 
Keluarga Islam Sarawak 2001 Dan Relevansinya Bagi Kompilasi Hukum 
Islam”, sebagai berikut: 
1. Pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah  
Memeriksa atau menyelidik dan memastikan lafaz tersebut adalah 
talak yang mengikuti hukum syara’ atau tidak sesuai dengan hukum syara’. 
2. Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
Suatu peraturan perundang-undangan tentang Hukum Keluarga Islam 
mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan perkara-perkara 
lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga yang berlaku di Sarawak 
3. Kompilasi Hukum Islam  
Hukum materil bagi Pengadilan Agama yang ditetapkan berdasarkan 
Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang terdiri dari Buku I tentang 
Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. 
 
 



































4. Relevansi  
Nilai kemaslahatan ketentuan pengesahan talak di luar Makhamah 
Syariah di Sarawak bagi ketentuan tentang talak dalam Kompilasi Hukum 
Islam di Indonesia. 
 
H. Metode Penelitian 
1. Data yang Dikumpulkan  
Data tentang ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah 
Syariah dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001 yang mengenai: 
a. Latar Belakang Lahirnya Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001 
b. Ketentuan Pengesahan Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga 
Islam Sarawak 2001 
c. Proses pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam Ordinan 
43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
d. Ketentuan Talak di Kompilasi hukum Islam 
2. Sumber Data 
Untuk mendapat data-data tersebut, penulis menggunakan dua cara 
dari sumber data sebagai berikut: 
a. Primer 
1) Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
 



































2) Kompilasi Hukum Islam 
b. Sekunder 
1) Pegawai Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak 
2) Jabatan Percetakan Negara Kuching Sarawak, Ordinan Acara Mal 
Syariah 1991 
3) Jabatan Percetakan Nasional Kuching Sarawak, Ordinan Makhamah 
Syariah Sarawak 1991 
4) Wahbah al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 
5) Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 
6) Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah 
7) Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia 
8) Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia 
9) Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan dua cara 
yaitu: 
a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan dua 
pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan bagi pewancara untuk 
mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuan dan 
memperoleh data sebagai laporan penelitian ini. Wawancara dilakukan 
 



































pada pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu Pejabat Jabatan 
Kehakiman Syariah Sarawak.12 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi atau dokumenter adalah salah satu metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. 
Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk 
menyelusuri data historis yaitu bertujuan menjelaskan kembali peristiwa 
ataupun gejala sosial pada masa lampau. Selain itu, maksud metode ini 
juga mendapatkan tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui 
data yang berkaitan undang-undang mengenai ketentuan pengesahan 
perceraian khususnya perceraian di luar pengadilan.13 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk penelitian ini 
adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran 
secara lengkap mengenai suatu permasalahan sosial, dengan menggunakan 






12 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 32 (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 
2014), 186. 
13 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan 
Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 153-154. 
 



































I. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini dibagi dalam lima Bab. Adapun sistematika dalam 
penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 
dan sistematika pembahasan. 
Bab II membahas mengenai faktor-faktor ketentuan pengesahan 
perceraian dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan a) Konsep 
Maqashid al-Syari’ah; dan b) Konsep talak dalam hukum Islam; c) Faktor-
faktor yang menyebabkan perceraian 
Bab III membahas ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah 
Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 
2001 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengenai a) Ketentuan pengesahan 
perceraian di luar Makhamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-
Undang Keluarga Islam Sarawak 2001; b) Ketentuan Talak dalam Kompilasi 
Hukum Islam 
Bab IV menguraikan analisis terhadap relevansi ketentuan pengesahan 
perceraian di luar Makhamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-
Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dengan Kompilasi Hukum Islam yang 
mengenai a) Kelebihan dan Kekurangan terhadap Ketentuan pengesahan 
perceraian di luar Makhamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-
Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 dan Kompilasi Hukum Islam; b) Analisis 
 



































terhadap terhadap relevansi ketentuan pengesahan perceraian di luar 
Makhamah Syariah dengan Kompilasi Hukum Islam. 








































FAKTOR-FAKTOR KETENTUAN PENGESAHAN PERCERAIAN DAN 
KOMPILASI HUKUM ISLAM 
 
A. Konsep Maqa>s}id Al-Syari<’ah  
1. Pengertian Maqa>s}id Al-Syari<’ah 
Secara bahasa, maqa>s}id syari <’ah terdiri dari dua kata yakni, maqa>s}id 
dan syari<’ah. Maqa>s}id adalah bentuk jamak dari maqa>s}id yang berarti 
kesengajaan atau tujuan, syari<’ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan 
menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber 
pokok kehidupan.1 Menurut asy-Syatibi, maqa>s}id syari<’ah merupakan tujuan 
syari<’ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.2  
Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa 
syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang 
urusan agama, atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan sama yang 
baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) 
atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, 
dan lain-lain). Allah SWT berfirman dalam surat A-Jasiyah ayat 18 berbunyi: 
  َجَعْلٰنَك َعٰلى َشرِيـَْعة  مِ َن اًْلَْمرِ ُثه 
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan 
dari urusan agama itu.3 
 
1 Totok, Kamus Ushul Fiqh (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), 97. 
2 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKIS, 1994), 22. 
3 Yusuf Al-Qaraddhawi, Fiqih Maqa>s}id Syari <’ah (Jakarta: Pustaka Al Kaustar, 2007), 12. 
 



































Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi 
kandungan al-Quran dalam tiga kelompok besar: aqidah, khuluqiyyah, dan 
amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyyah 
berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan amaliyah berkaitan dengan 
aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (a>qw’al) dan 
perbuatan-perbuatan (af a<l) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam 
sistematika hukum Islam dibagi dua bagian besar, yaitu a) ibadah, yang di 
dalamnya diatur pula hubungan manusia dengan Tuhan; dan b) muamalah 
yang di dalamnya diatur pula hubungan antara sesama manusia.4 
Al-Qur’an selaku sumber ajaran, tidak memuat aturan-aturan yang 
terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat 
yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.5 Hal ini berarti, bahwa sebagian 
masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-
dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam al-Quran. Dasar-dasar atau prinsip-
prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi saw melalui hadis-hadisnya. 
Berdasarkan dari dua sumber inilah, aspek-aspek hukum terutama 
bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan maqa>s}id al-
syari<’ah. 
Menurut Mahmud Syaltut, syari<’ah diartikan sebagai “aturan-aturan 
yang diciptakan oleh Allah sebagai pedoman manusia dalam mengatur 
hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-
 
4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr), 32. 
5 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid II (Jakarta: UI Press, 1984), 7. 
 



































muslim, alam dan seluruh kehidupan.6 Sementara, Asafri Jaya Bakri, bahwa 
syari<’ah adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada 
manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di 
akhirat.7 Kandungan pengertian syari<ah yang demikian itu, secara tak 
langsung memuat kandungan maqa>s}id al-syari<’ah.  
Menurut Satria Effendi M. Zein, maqa>s}id al-syari<’ah adalah tujuan 
Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu 
dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai alasan logis 
bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan 
manusia.8 Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-
ayat al-Qur’an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.9  
Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang 
berbeda-beda berkaitan dengan maqa>s}id al-syari<’ah. Kata-kata itu maqa>s}id 
al-syari <’ah,10 al-maqa>s}id al-syari<’yyah fi al-syari<’ah,11 dan maqa>s}id min 
syari<’ al-hukm.12 
Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:  
 
6 Mahmud Syaltut, Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12. 
7 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: P.T. Raja Grafindo 
Persada, 1996), 63. 
8 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2005), 233. 
9 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, jilid I, cet. III (Beirut: Dar Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), 195. 
10 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, jilid I, cet. III (Beirut: Dar Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), 21. 
11 Ibid., 23 
12 Ibid., 274 
 



































 هذه الشريعة...وضعت لتحقيق مقاصد الشارع ىف قيام مصاحلهم ىف الدين والدنيا معا
“Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya 
(mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”13 
 
Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi: 
 اآلحكام مشروعة ملصاحلالعباد
“Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba.”14 
Ada yang menganggap maqa>s}id ialah maslahah itu sendiri, sama 
dengan menarik maslahah atau menolak mafsadah.  
Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa Syari<’ah itu berasaskan kepada 
hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia di dunia atau 
akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan 
tempat adalah untuk menjamin syari<’ah dapat mendatangkan kemaslahatan 
kepada manusia.15 
Ada juga yang memahami maqa>s}id sebagai lima prinsip Islam yang 
asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut 
yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqa>s}id ini sebagai 
logika pensyariatan sesuatu hukum.16 
Kesimpulannya maqa>s}id syari<’ah adalah “maslahat-maslahat yang 
ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia”. Para ulama telah 
 
13 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, jilid I, cet. III (Beirut: Dar Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), 6. 
14 Ibid., 54. 
15 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in, jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 
1996M), 37. 
16 Nuruddin Mukhtar Al-Khadimi, al-Ijtihad al-Maqashid (Qatar: t.p., 1998M), 50. 
 



































menulis tentang maksud-maksud syara’, beberapa maslahah dan sebab-sebab 
yang menjadi dasar syari <’ah telah menentukan bahwa maksud-maksud 
tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut: 
a. Golongan Ibadah 
Membahas masalah-masalah Ta<’abbud yang berhubungan langsung 
antara manusia dan Khaliq-Nya, yang secara rinci telah dijelaskan oleh 
shara’. 
b. Golongan Mu ‘ama’lah Dunyawiyah 
Kembali pada maslahah-maslahah dunia, atau seperti yang 
ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut: 
“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali 
kepada maslahah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat, Allah 
tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada 
Allah taatnya kepada orang yang taat, sebagaimana tidak memberi 
mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhana”. 
 
Akal dapat mengetahui maksud syara’ terhadap segala hukum 
muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat 
bagi manusia dan menolak mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa 
ulama, diantaranya, Daud Azh-Zhahiri tidak membedakan antara ibadah 
dengan muamalah.17 
2. Pembagian maslahat dalam hubungan dengan nas Al-Quran 
Islam sebagai pedoman hidup perlu diaplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari bagi umat manusia di dunia ini, khususnya bagi umat Islam di 
 
17 Khairul Umam, et al., Ushul Fiqih II (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125-126. 
 



































mana saja ia berada, aktivitas apapun yang dia lakukan, apapun profesinya 
harus mengaplikasikannya dalam kehidupan. Karena itu hukum Islam harus 
diperkembangkan terus menerus baik dalam bentuk perundang-undangan 
maupun dalam bentuk pembaruan melalui ijtihad para ahli hukum Islam. Hal 
itu dilakukan agar hukum Islam mudah dipahami dan diaplikasikan secara 
komprehensif agar mempunyai kekuatan hukum serta kejelasan dalam 
pelaksanaannya, baik secara pribadi maupun berbangsa dan bernegara. 
Untuk melakukan pembentukan dan pengembangan hukum Islam pada 
era global ini para ulama menggunakan pelbagai macam metode. Salah satu 
metode yang digunakan adalah metode Istishlani yakni metode analisis 
kemaslahatan. Ada tiga maslahat yang sering dipergunakan para ahli hukum 
Islam dalam menetapkan hukum, yaitu mashlahat mu’tabarah yakni suatu 
mashlahat yang diakui oleh dalil syara’; mashlahat mulhghah yakni suatu 
mashlahat yang bertentangan dengan dalil syara’; dan mashlahat mursalah 
yakni suatu mashlahat yang tidak didukung oleh dalil syara’ dan tidak ada 
pula dalil syara’ yang membatalkannya.18 Tujuan hukum Islam yang 
sesungguhnya adalah kemashlahatan manusia dan tidak satu pun hukum 
yang disyariatkan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, melainkan di 
dalamnya terdapat kemashlahatan.19 Artinya tujuan pokok hukum Islam 
adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Peranan maslahat dalam 
 
18 Abdul Mannan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 
283-283 
19 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Cairo: Dar al-‘Arabi, 1958), 336. 
 



































menetapkan hukum sangatlah dominan, sebab Al-Quran dan Sunnah sebagai 
hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kemaslahatan manusia. 
a. Metode Istishlani (metode analisis Kemaslahatan) 
Metode Istishlani merupakan metode pendekatan istinbath atau 
penetapan hukum yang permasalahanya tidak diatur secara eksplisit 
dalam Al-Quran dan Sunnah. Metode ini lebih menekankan pada aspek 
mashlahat secara langsung.20  
1) Al-mashlahah al-mursalah 
Secara etimelogi al-mashlahah al-mursalah merupakan susunan 
idlafi yang terdiri dari kata al-mashlahah dan al-mursalah. Menurut Ibn 
Mazhur, al-mashlahah berarti kebaikan.21 
Sedangkan al-mursalah sama dengan kata al-muthlaqah berarti 
terlepas. Berarti yang dimaksud al-mashlahah al-mursalah adalah 
maslahat atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang 
membenarkan atau membatalkanya. Pengertian ini sejalan dengan apa 
yang dijelaskan oleh Muhammad Sa’id Ramdlan al-Buthi, bahwa 
hakikat al-mashlahah al-mursalah adalah setiap kemanfaatan yang 
tercakup ke dalam tujuan syari<’ dengan tanpa ada dalil yang 
membenarkan atau membatalkan.22 
 
20 Ali Mutakin, “Teori Maqashid Al Syari’ah dan Hubungan nya dengan Metode Istinbath Hukum”. 
Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 3, Vol. 19 (Agustus, 2017), 559. 
21 Ibnu al-Manzur, Lisan al-A’rab, juz ii (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 348. 
22 Muhammad Sa’id al-Buthi, Dawabit al-Mursalah fi al-Syari’ah al-Ismiyyah ( ), 288. 
 



































Konsep al-mashlahah al-mursalah terbagi salah satu metode 
penetapan hukum, dalam operasinalnya ia sangat menekankan aspek 
mashlahah secara langsung. Dari pandangan syara’ terhadapnya, 
maslahah dibagi menjadi tiga, yaitu: 
a) Mashlahah al-Mu>’tabarah (suatu mashlahat yang diakui oleh dalil 
syara’) 
Kemaslahatan yang didukung oleh Syari<’ (Allah) dan 
dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Seperti kewajiban puasa 
pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, 
yaitu untuk mendidik jasmani dan rohani agar manusia sehat secara 
jasmani maupun rohani. Kemashlahatan ini melekat langsung pada 
kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa 
pun. Demikian juga, kemashlahatan yang melekat pada kewajiban 
zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar terbebas dari sifat 
kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk 
menjamin kehidupan orang-orang miskin. Kemashlahatan ini tidak 
dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan 
hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyari’atan zakat.23 
b) Mashlahah al-Mulghah (suatu mashlahat yang bertentangan dengan 
dalil syara’) 
 
23 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 141. 
 



































Kemashlahatan yang ditolak oleh Syari<’ (Allah), dan syari<’ 
menetapkan kemashlahatan ini selain itu. Misalnya adalah 
kemashlahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang 
bertentangan dengan kemashlahatan yang ditetapkan Syari<’ yaitu 
pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga 
kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh 
Syari<’ dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi 
kemashlahatan yang lebih besar, yaitu kemashlahatan rasa aman 
bagi masyarakat.24 
c) Mashlahah al-Mursalah (suatu mashlahat yang tidak didukung oleh 
dalil syara’ dan tidak ada pula dalil syara’ yang membatalkannya). 
Kemashlahatan yang belum diakui dalam nash dan ijma’, 
serta tidak ditemukan nash atau ijma’ yang melarang atau 
memerintahkan mengambilnya. Kemashlahatan ini dilepaskan 
(dibiarkan) oleh Syari<’ dan diserahkan kepada manusia untuk 
mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu 
diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi 
mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. 
Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, 




25 Ibid., 142. 
 



































Mashlahah al-mursalah disebut juga istishlah, Munasib mursal 
mula’im, istidlal mursal dan istidlal. 
Berdasarkan tingkatannya, maslahah dapat dibagi kedalam tiga 
tingkatan, yaitu: 
a) Mashlahah dharuriyah 
Segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, 
harus ada demi kemashlahatan mereka.26 pengabaian terhadap 
mashlahah dharuriyah dapat berakibat pada terganggunya 
kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di 
akhirat. 27 
Dari para ulama dengan nama Al-kulliyyat al-khamsah yang 
mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang 
harus dijaga yaitu memelihara agama (Hifdz A-Din), jiwa (Hifdz 
An-Nafs), akal (Hifdz Al-‘Aql), keterunan (Hifdz An-Nasl) dan 
harta (Hifdz Al-Mal).28 
Seterusnya penjelasan bagi lima pokok perkara yaitu; 
(1) Memelihara Agama 
Shari’at Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan 
yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; 
setiap pemeluk berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh 
dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain  
 
26 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 122. 
27 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 142. 
28 Ahmad Sarwat, Maqa>s}id Syari <’ah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53. 
 



































dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya 
untuk memeluk Islam.29 Beberapa Ayat Al-Quran yang 
menjamin hal itu antara lain dari firman Allah Swt dalam surat 
Al-Baqarah ayat 256 berbunyi:  
َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغي ِ  ل آ  َقْد تـهَبَّيه
ْينِۗ اِْكرَاَه ىِف الدِ   
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang sesat. 
 
Dan firman Allah Swt dalam surat Al-Hajj ayat 40 berbunyi:  
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع  ُدِ  وهَصَلٰوٌت َوَلْوًَل َدْفُع اَّللٰ ِ النهاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعض  َّله
َها اْسُم اَّللٰ ِ َكِثْْيًاۗ   وهَمٰسِجُد يُْذَكُر ِفيـْ
Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian 
manusia dengan sebagian yang lain, tentulahtelah 
dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-
rumah ibadat orang yang Yahudi dan masjid-masjid, yang 
di dalamnya banyak disebut nama Allah. 
 
(2) Memelihara Jiwa 
Syari<’at Islam sangat menghargai nyawa sesorang, bukan 
hanya pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau 
orang jahat sekali pun, adanya ancaman hukum qishash menjadi 
jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.30 Beberapa 
 
29 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqa>s}id Syari <’ah, Terj: Khikmawati (Kuwais) (Jakarta: Amzah, 
2013), 1. 
30 Ahmad Sarwat, Maqa>s}id Syari <’ah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 59. 
 



































ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain dari firman 
Allah Swt dalam Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi: 
َنا َعٰلى َبِنْا ِاْسرَۤاِءْيَل اَنهه َمْن قـََتَل نـَْفًسا   ِبَغْْيِ نـَْفس  اَْو  ِمْن َاْجِل ٰذِلَكۛ  َكتَـبـْ
َا قـََتَل النهاسَ  َا َاْحَيا النهاَس َفَساد  ىِف اًْلَْرِض َفَكاَّنه ًعۗا َوَمْن َاْحَياَها َفَكاَّنه يـْ  َجَِ
يـًْعا  َجَِ
Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani 
Irail, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang 
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, 
atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka 
seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhya. Dan 
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, 
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia 
semuanya. 
 
Dan dari firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 
179 berbunyi: 
ُوِل اًْلَْلَباِب َلَعلهُكْم تـَتـهُقْونَ   َوَلُكْم ىِف اْلِقَصاِص َحٰيوٌة ٰي ٰا
Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hal orang-orang yang berakal, supaya kamu 
bertakwa. 
 
(3) Memelihara Akal 
Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar 
hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di 
dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt 
disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin 
di muka bumi, dan dengannya manuisa menjadi sempurna, mulia, 
 



































dan berbeda dengan makhluk lainnya.31 Allah Swt berfirman 
dalam surat Al-Isra’ ayat 70 yang berbunyi: 
ُهْم ىِف اْلَبِ  َواْلبَ  ُهْم َوَلَقْد َكرهْمَنا َبِنْا ٰاَدَم َوَْحَْلنـٰ ُهْم مِ َن الطهيِ ٰبِت َوَفضهْلنـٰ ْحِر َوَرَزقْـنـٰ
  َعٰلى َكِثْْي  ِمِ هْن َخَلْقَنا تـَْفِضْيًل 
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 
kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 
mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 
mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan. 
 
Selain itu, syariat Islam juga sangat meghargai akal 
manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar 
tidak mabuk lantaran menjaga akalnya tetap waras. Allah Swt 
berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi: 
َُلْوَنَك َعِن اْْلَْمِر َواْلَمْيِسرِۗ ُقْل ِفْيِهَما ِاْثٌ َكِبْْيٌ وهَمَناِفُع لِلنهاسِِۖ َوِاْْثُُهَما  َيْسـ 
 اَْكَبُ ِمْن نـهْفِعِهَماۗ 
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 
Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan 
beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih 
besar dari manfaatnya. 
 
(4) Memelihara Harta 
Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam 
kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. 
 
31 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqa>s}id Syari <’ah, terj: Khikmawati (Kuwais) (Jakarta: Amzah, 
2013), 91. 
 



































Allah Swt berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang 
berbunyi: 
نـَْياۚ ا آ ْلَماُل َواْلبَـنـُْوَن زِيـَْنُة احْلَٰيوِة الدُّ  
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.  
Demi menjaga eksistensi dan menambah kenikmatan 
materi dan religi, manusia termotivasi untuk mencari harta serta 
tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan 
harta. Dalam semua motivasi dibatasi dengan tiga syarat yaitu 
harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk 
hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah 
Swt dan masyarakat tempat dia hidup.32 
(5) Memelihara Keturunan 
Shari’at Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya 
perzinaan, dimana perlakunya diancam dengan hukum cambuk 
dan rajam. Allah Swt dalam surat An-Nuur ayat 2 yang berbunyi: 
ُهَما ِماَئَة َجْلَدة  ِۖوهًَل ََتُْخْذُكْم ِِبَِما رَأَْفٌة  اَلزهانَِيُة َوالزهاِنْ فَاْجِلُدْوا ُكله َواِحد  مِ نـْ
ُتْم تـُْؤِمنـُْوَن ِِبَّللٰ ِ َواْليَـْوِم اًْلِٰخرِۚ َوْلَيْشَهْد  َفٌة ِفْ ِدْيِن اَّللٰ ِ ِاْن ُكنـْ َعَذاَِبَُما طَۤاىِٕ
 مِ َن اْلُمْؤِمِنَّْيَ 
Wanita dan laki-laki yang berzina maka jilidlah masing-
masing mereka 100 kali. Dan janganlah belas kasian 
kepada mereka mencegah kamu dari menjalankan agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan 
 
32 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqa>s}id Syari <’ah, terj: Khikmawati (Kuwais) (Jakarta: Amzah, 
2013), 167. 
 



































hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan dari orang-orang beriman. 
 
b) Mashlahah hajiyah 
Segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk 
menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian 
terhadap mashlahah hajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi 
keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan 
kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan maslahah 
hajiyah ini Allah mensyari’atkan sebagai transaksi, seperti jual-beli, 
sewa-menyewa, dan memberikan beberapa keringanan hukum 
(rukhshah), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat 
bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan 
bagi orang yang sedang hamil, menyusui, dan sakit, serta tidak 
diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan 
nifas.33 
c) Mashlahah tahsiniyah 
Tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan 
dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam 
bidang ibadah, adat dan muamalat.34 Misalnya mengenakan pakaian 
yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wangi-wangian bagi laki-
laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman 
 
33 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 35-36. 
34 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 125. 
 



































makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (khaba’is), 
larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang 
dicintainya, dan lain-lain.35 
Ketiga maslahah di atas merupakan titik tolak penerapan prinsip 
mashlahah mursalah. Sebab, mudah jelas bahwa setiap pensyari’atan 
hukum Islam selalu mengandung unsur kemahslahatan bagi manusia. 
B. Konsep T}alaq dalam Hukum Islam 
1. Pengertian T}alaq 
Dari segi bahasa, t}alaq artinya melepaskan atau putusnya hubungan 
pasangan suami-istri yang sah di dalam suatu perkawinan.36 Menurut Sayyid 
Sabiq mengatakan pengertian t}alaq berasal dari kata al-it}alaq yang berarti 
melepaskan dan meninggalkan.37 Adapun istilah syari <’at, t}alaq adalah 
melepaskan ikatan perkawinan dan pengakhiran suatu hubungan suami-
istri.38 Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar r.a. mengatakan pengertian t}alaq 
secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Dari secara istilah syariat, adalah 
melepaskan ikatan pernikahan. Arti t}alaq istilah ini sesuai untuk makna 
bahasa.39 
Definisi lain dapat dilihat dalam kitab Kifayat al-Akhyar yang 
menjelaskan t}alaq sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan 
 
35 Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 143. 
36 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam, terj: Ahmad Syeid Husain, jilid VII (Selangor: 
Dewan Bahasa dan Badan, 2001), 579. 
37 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj: Asep Sobari, et.al (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), 419. 
38 Ibid. 
39 Abu ‘Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, Shahih Fiqih Wanita Muslimah, terj: Arif 
Rahman Hakim, cet. 1 (Solo: Insan Kamil, 2010), 388. 
 



































t}alaq adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu 
sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang t}alaq itu 
berdasarkan al-Kitab, hadis, ijma’, ahli agama dan ahli sunnah.40 
2. Dasar Hukum T}alaq 
Dasar hukum mengenai t}alaq dijelaskan dalam dua sumber hukum 
Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis. 
a. Firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 231 berbunyi: 
 َوِاَذا طَلهْقُتُم النِ َسۤاَء فـَبَـَلْغَن َاَجَلُهنه فَاَْمِسُكْوُهنه ِبَْعُرْوف  اَْو َسر ُِحْوُهنه ِبَْعُرْوفۗ  َوًَل 
ٰذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسهُۗ  َوًَل تـَتهِخُذوْاا ٰاٰيِت اَّللٰ ِ نه ِضرَارًا لِ تَـْعَتُدْواۚ  َوَمْن يـهْفَعْل ُُتِْسُكْوهُ 
ُهُزًوا وهاذُْكُرْوا نِْعَمَت اَّللٰ ِ َعَلْيُكْم َوَما اَنـَْزَل َعَلْيُكْم مِ َن اْلِكٰتِب َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكْم 
ْيمٌ بِهِۗ َواتـهُقوا اَّللٰ َ َواْعَلُموْاا اَنه اَّللٰ َ ِبُكلِ  َشْيء  َعلِ    
Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kami), lalu sampai (akhir) 
iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau 
ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah 
kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. 
barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi 
dirinya sendiri. Dan janganlah kami jadikan ayat-ayat Allah sebagai 
bahan ejekan, ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang 
telah diturunkan kepada kamu kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah 
(Sunnah), untuk pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.41 
 
b. Hadis Rasulullah saw. Berbunyi:  
 
40 Amir Nuruddin, et al., Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), 207. 
41 Tim Syaamil Al-Qur’an, Syaamil Al-Qur’an Terjemah Per Kata (Bandung: Syaamil Quran dan 
Syma Creative Media Corp, 2010), 37. 
 



































ُهَما -َعِن اِْبِن ُعَمَر  ُ َعنـْ قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللِه صلى هللا عليه وسلم  -َرِضَي َاَّلله
أَبـَْغُض َاحلََْلِل ِعْنَد َاَّللِه اَلطهَلُق ( َرَواُه أَبُو َداُوَد , َواْبُن َماَجْه , َوَصحهَحُه ) 
 َاحْلَاِكُم , َوَرجهَح أَبُو َحاِتِ  ِإْرَساَلهُ 
Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah saw bersabda,  
 “Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah 
talak,” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh 
Al-Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.42 
 
3. Syarat dan Rukun T}alaq 
a. Syarat T}alaq  
1) Pihak yang Menjatuhkan T}alaq (bagi Suami) 
Pada dasarnya t}alaq adalah salah satu tindakan hukum yang tidak 
diperbolehkan mengucapkan t}alaq sesuka hati sehingga untuk sahnya 
t}alaq diperlukan syarat-syarat pihak yang menjatuhkan t}alaq 
a) Baligh 
Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan 
menjatuhkan t}alaq atau menceraikan istrinya adalah orang yang 
berakal baligh dan berdasarkan pilihan sendiri.43 Untuk sahnya 
tidak diperlukan syarat bahwa suami yang menjatuhkan t}alaq telah 
baligh, suami yang belum baligh tidak dapat menjatuhkan t}alaq 
kepada istrinya. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa 
t}alaq oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang 
 
42 Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, et al., jilid 9, cet. 
1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318. 
43 Abdul Aziz Muhaad Azzam, Fikih Munakahat (Jakarta: Azah, 2014), 261. 
 



































dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti t}alaq dan mengetahui 
akibatnya, t}alaqnya dipandang jatuh.44 
b) Berakal sehat 
Syarat berakal sehat juga diperlukan oleh suami yang akan 
menjatuhkan t}alaq kepada istrinya. Dengan demikian orang yang 
sedang mengalami sakit gila tidak dipandang sah menjatuhkan t}alaq 
kepada istrinya.  
Hukum t}alaq dapat diterima ketika dilakukan oleh orang yang 
berakal, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. Berbunyi: 
ُلَغ، َحّته  َثلَثَة : الصهِغْْيُ  َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ   َحّته  َواْلَمْجنـُْونُ  َيْستَـْيِقَظ، َحّته  َوالنهائِمُ  بـَيـْ
 يَِفْيقَ 
 “catatan diangkat dari ketiga orang ini, dari anak kecil 
sampai dia baligh, dari orang yang tidur sampai dia bangun, 
dan dari orang yang gila sampai dia sadar” (HR. At-Tirmidzi) 
 
Dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad saw., bersabda: 
 ُكلُّ  َطَلق   َجائِزٌ  ِإًله  َطَلقُ  الصهِب ِ  َواْلَمْجـنُْونِ   
 “Setiap t }alaq boleh, kecuali t}alaq anak kecil dan orang gila.” 
c) Khiyar 
Khiyar, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau atas dasar 
kehendak hati, bukan berdasarkan tekanan-tekanan dari luar. 
Dengan demikian, apabila suami dipaksa untuk menjatuhkan t}alaq 
kepada istrinya yang disertai dengan ancaman-ancaman, baik fisik 
 
44 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 202 
 



































maupun moral, t}alaqnya tidak sah. Dalam hal ini menurut pendapat 
jumhur, t}alaq orang yang dipaksa tidak jatuh karena dia tidak 
bermaksud untuk menjatuhkan t}alaq. Hanya saja dia bermaksud 
menolak aniaya dari dirinya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw 
berbunyi: 
“Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan, kelupaan, dan 
paksaan pada umatku demi aku.” (HR. Ibnu Majah, al-Baihaqi 
dan yang lainnya). 
 
Adapun jika pemaksaan itu berdasarkan pada kebenaran 
seperti kondisi keharusan talak yang dipaksa oleh hakim, hukumnya 
sah.45 
2) Syarat bagi istri yang dit}alaq 
Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan t}alaq terhadap 
istri sendiri. Tidak dipandang jatuh t}alaq yang dijatuhkan terhadap 
istri orang lain. Untuk syarat t}alaq bagi istri yang dit}alaq, yaitu sebagai 
berikut: 
a) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. 
Istri yang menjalani masa iddah t}alaq raj’i dari suaminya 
dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. 
Apabila pada masa itu suami menjatuhkan t}alaq lagi, dipandang 
jatuh t}alaqnya sehingga menambah jumlah t}alaq yang dijatuhkan 
mengurangi hak t}alaq yang dimiliki suami. Dalam hal t}alaq ba’in, 
 
45 Abdul Aziz Muhaad Azzam, Fikih Munakahat (Jakarta: Azah, 2014), 263-264. 
 



































suami tidak berhak menjatuhkan t}alaq lagi terhadap istrinya 
meskipun dalam masa iddah-nya karena dengan t}alaq ba’in itu istri 
tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami. 
b) Kedudukan istri yang dit}alaq harus berdasarkan akad perkawinan 
yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang bathil, 
seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad 
nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua 
perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya 
padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri 
itu berada dalam pemeliharaannya, maka t}alaq yang demikian tidak 
dipandang ada.46 
3) Sighat T}alaq 
Sighat t}alaq adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami 
terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu s}arih (jelas) 
maupun qinayah (sindiran), baik berupa ucapan/ lisan, tulisan, isyarat 
bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. 
4) Qas}du 
Qas}du (Sengaja). Artinya bahwa dengan ucapan t}alaq itu 
memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk t}alaq, bukan 
untuk maksud lain.  
4. Macam-macam T}alaq 
 
46 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 203-204. 
 



































T}alaq yang dijatuhkan oleh suami terdapat beberapa macam. T}alaq   
mutlak dari kehendak oleh suami ada dua macam yaitu t}alaq raj’i dan t}alaq 
ba’in. Apabila talak dari kehendak seorang istri maka adalah disebut 
khulu’.47 Mengenai juga jika suami menjatuhkan t}alaq kepada seorang istri 
mengikut keadaan ada dua macam yaitu talak sunni dan t}alaq bid’i. 
a. T}alaq Raj’i 
T}alaq raj’i adalah t}alaq ketika suami masih mempunyai hak untuk 
merujuk atau t}alaq yang masih memungkinkan bagi suami untuk kembali 
kepada istrinya tanpa akad nikah baru. T}alaq pertama dan kedua yang 
dijatuhkan suami terhadap istri yang sudah pernah dicampuri dan bukan 
atas permintaan istri yang disertai tebusan (‘iwad), selama masih dalam 
masa iddah disebut juga t}alaq raj’i.  
Dengan demikian, apabila seorang suami menjatuhkan t}alaq 
pertama atas istri, suami dapat merujuknya tanpa harus melakukan akad 
nikah baru selama masa iddah-nya belum habis. 
b. T}alaq Ba’in 
T}alaq yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap 
bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan 
perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap 
dengan rukun dan syarat-syaratnya. 
Terdapat dua macam yaitu: 
 
47 Hasbi Indra, Potret Wanita Sholehah (Jakarta: Penamadani, 2004), 228. 
 



































1) T}alaq Ba’in Shughra 
T}alaq ba’in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami 
terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk 
kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh 
mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa 
iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. 
2) T}alaq Ba’in Kubra 
T}alaq yang telah dijatuhkan sebanyak tiga kali. Suami yang telah 
menjatuhkan t}alaq tiga kali tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali 
istrinya telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan telah 
melakukan hubungan jima’ dengan suami baru, kemudian terjadi 
perceraian. Dalam perceraian baru itu tidak boleh direncanakan 
sebelumnya. Dengan kata lain, suami yang telah menjatuhkan t}alaq 
tiga kali terhadap istrinya, tiba-tiba menyesal, tidak boleh meminta 
orang lain untuk menikahi istrinya itu, dengan meminta setelah 
beberapa waktu menggaulinya kemudian menceraikannya.48 
c. T}alaq sunni 
T}alaq yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Dikatakan 
talak sunni jika memenuhi empat syarat: 
1) Istri yang dit}alaq sudah pernah digauli, bila t}alaq dijatuhkan terhadap 
istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk t}alaq sunni. 
 
48 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII, 1987), 73. 
 



































2) Istri dapat segera me;akukan iddah suci setelah dit}alaq, yaitu dalam 
keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi’iyah, perhitungan iddah 
bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. T}alaq 
terhdap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah 
haid, atau sedang haid, atau sedang hamil, atau t}alaq karena suami 
meminta tebusan (khulu’), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak 
termasuk t}alaq sunni. 
3) T}alaq itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di 
permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat 
lalu datang haid. 
4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana t}alaq itu 
dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi 
pernah digauli, tidak termasuk t}alaq sunni. 
d. T}alaq bid’i 
T}alaq yang dijatuhkan menyimpang dari tuntutan dan tatanan 
syariat Islam: 
1) T}alaq tiga yang dijatuhkan sekaligus; 
2) T}alaq yang dijatuhkan ketika istri sedang hamil; 
3) T}alaq yang dijatuhkan ketika istri sedang haid.49 
e. T}alaq sharih  
 
49 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Pranata Media, 2006), 218-
219. 
 



































T}alaq yang kalimatnya dapat langsung difahami ketika diucapkan 
dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalkan: “Anti 
t}aaliq” (engkau telah tert}alaq) atau “Muthallaqah” (engkau wanita yang 
tert}alaq), atau kamu saya cerai. Dan semua kalimat yang semisal dengan 
kata-kata t}alaq atau cerai.50 Hal ini demikian, jika t}alaq sharih maka 
langsung dihukumi jatuh t}alaq.51 
f. T}alaq qinayah 
T}alaq yang redaksinya mengandung beberapa kemunkinan makna, 
bisa bermakna t}alaq atau selainnya. Misalkan: “Alhiqi bi ahliki” 
(kembalilah kepada keluargamu), dan yang semisalnya.52 Hal ini 
demikian, jika t}alaq qinayah maka t}alaqnya tidak jatuh kecuali perkataan 
tersebut disertai dengan niat t}alaq. Apabila suami mengucapnya dengan 
biat untuk mentalaq istrinya, maka jatuhlah t}alaqnya. Tetapi apabila 
suami tidak berniat ment}alaq istrinya, maka t}alaqnya tidak jatuh,53 
5. Hukum Menjatuhkan T}alaq 
a. Wajib 
T}alaq menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal 
suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan 
kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi 
istri. Dalam hal ini istri berhak menuntut t}alaq dari suaminya dan suami 
 
50 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari (Depok: Gema Insani, 2006), 705. 
51 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawina Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 225. 
52 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari (Depok: Gema Insani, 2006), 705. 
53 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawina Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 225. 
 



































wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung 




T}alaq yang dilakukan ketika istri mengabaikan hak-hak Allah Swt, 
yang telah diwajibkan kepadanya. Misalnya, s}alat, puasa, dan kewajiban 
lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak mampu memaksanya atau 
istrinya sudah tidak lagi mampu menjaga kehormatan dirinya. 
c. Mubah 
T}alaq yang dilakukan karena adanya kebutuhan. Misalnya, karena 
buruknya akhlak istri dan kurang baik pengaulan yang hanya 
mendatagkan mudarat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.55 
d. Haram 
T}alaq itu diharamkan jika dengan t}alaq itu kemudian suami berlaku 
serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, suami 
diharamkan menjatuhkan t}alaq jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya 
suami ke dalam perbuatan haram.56 
Menurut Sayyid Sabiq, bahwa t}alaq diharamkan jika tidak ada 
keperluan untuk itu, karena t}alaq yang demikian menimbulkan madharat, 
baik bagi suami maupun diri istri, serta melenyapkan kemashlahatan 
 
54 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 214. 
55 Ibid., 217. 
56 Ibid., 216. 
 



































kedua suami istri itu tanpa alasan. T}alaq yang demikian ini bertentangan 
dengan sabda Rasulullah saw berbunyi: 
 ًَل  َضَررَ  َوًَلِضرَارَ 
Tidak boleh timbul madharat dan tidak boleh saling menimbulkan 
madharat. 
 
e. Makruh  
T}alaq tanpa sebab adalah makruh hukumnya, berdasarkan hadis 
yang menetapkan bahwa t}alaq merupakan jalan yang halal yang paling 
benci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, 
sedangkan Nabi menamakannya halal (tidak haram), juga karena t}alaq itu 
menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung 
kemashlahatan-kemashlahatan yang disunatkan, sehingga t}alaq itu 
hukumnya makruh.57 
6. Persaksian t}alaq 
Ulama fikih salaf dan khalaf sepakat bahwa t}alaq sah walaupun 
dilakukan tanpa adanya saksi karena t}alaq merupakan salah satu hak mutlak 
laki-laki, dan hal itu tidak perlu adanya bukti supaya hak suami tidak 
diintervensi. Tidak satu dalil pun, baik dari Rasulullah saw. Maupun dari 
sahabat yang mensyariatkan adanya saksi ketika t}alaq dijatuhkan.58 
Akan tetapi, ulama fiqih dari kalangan Syi’ah Imamiyah berbeda 
pendapat dengan pendapat ulama di atas. Mereka mengatakan bahwa saksi 
 
57 Ibid., 216. 
58 Ibid., 207-210. 
 



































merupakan syarat sah t}alaq. Alasan mereka adalah firman Allah Swt. dalam 
surat at}-T}alaq ayat 2 berbunyi: 
َذَوْي َعْدل  مِ ْنُكْم َواَِقْيُموا الشهَهاَدَة َّللِٰ ِ وهَاْشِهُدْوا    
“…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara 
kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…”  
 
Thabrani mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman 
Ghozali bahwa maksud ayat di atas adalah perintah menghadirkan saksi atas 
t}alaq. Para imam Ahlul Bait berpendapat bahwa saksi atas t}alaq wajib 
dihadirkan. Bahkan, hal itu merupakan syarat sah t}alaq.59 
Ada banyak ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadirkan 
saksi ketika t}alaq dijatuhkan adalah wajib dan hal itu merupakan syarat sah 
t}alaq.60 
Di antara sahabat yang berpendapat wajibnya persaksian dalam t}alaq 
dan menjadi syarat sahnya t}alaq ialah Ali bin Abi Thalib r.a dan Imran bin 
Husein. Dari tabi’in ialah Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Ja’far Ash Shadiq, 
‘Atho, Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin. 
Diriwayatkan dari Ali r.a bahwa beliau berkata kepada orang yang 
bertanya tentang t}alaq: Apakah talakmu telah engkau persaksikan di 
hadapan dua orang saksi yang adil sebagaimana Allah telah 
memerintahkannya? Orang itu menjawab: Tidak. Maka Ali berkata: Pergilah 








































C. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan 
Di Indonesia maupun di Malaysia, permasalahan yang mengakibatkan 
perceraian dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam lika-liku kehidupan.  
Terdapat faktor-faktor permasalahan tersebut di Indonesia dan Malaysia salah 
satu adalah sebagai berikut: 
1. Faktor Ekonomi  
Di jaman sekarang kebutuhan kehidupan sehari-hari, tingkat 
kebutuhan ekonomi sangat memaksa kedua pasangan suami istri harus 
bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam sebuah rumah tangga, 
menyebabkan sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji tiap 
pasangan berselisih apabila sang suami tidak memiliki pekerjaan. Ekonomi 
yang diperoleh tidak mencukupi menyebabkan terjadinya ketidakbahagiaan 
dalam rumah tangga.61  
2. Faktor Usia 144 
Pada usia muda yang melakukan suatu iakatan perkawinan karena 
dalam dirinya sedang mengamali perubahan-perubahan secara psikologis. 
Ketidaksiapan pasangan tentu perbehubungan dengan tingkat kedewasaan, 
mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan seperti keuangan, 
hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Menikah di bawah umur 
yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.62 
3. Kurang Pengetahuan Agama 
 
61 Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”. 
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, No. 2, Vol. 2 (2014), 143. 
62 Ibid., 144. 
 



































Kelakuan atau akhlaknya buruk/ tidak baik biasanya orang tersebut 
kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. 
Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani 
nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta 
mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat 
dipertanggung jawabkan. Sebab ia akan berpegang dengan agama itu tadi.63 
4. Ketidaksesuaian pendapat 
Pertengkaran, percekcokan, perselisihan yang terus menerus 
menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya 
menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan 
dan hilangnya rasa percaya yang terus memicu perceraian. Sementara 
perselisihan yang berakhir dengan baik  dengan menyadari dan mengetahui 
perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan 
pasangannya.64 
5. Keturunan 
Pasangan suami istri belum memiliki keturunan yang bisa 
menyebabkan tuduhan salah satunya suami istri yang mandul tidak bisa 
mendapatkan anak. Pertengkaran ini sering terjadi dampaknya sang istri, 
yang selalu dituduh tidak mampu memberi keturunan.65 
 
 
63 Ibid., 146. 
64 Ibid. 
65 Ibid., 148. 
 





































KETENTUAN PENGESAHAN PERCERAIAN DI LUAR MAKHAMAH 
SYARIAH DALAM SEKSYEN 55 ORDINAN 43 UNDANG-UNDANG 
KELUARGA ISLAM SARAWAK 2001 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 
 
A. Ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam seksyen 
55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
1. Latar belakang Lahirnya Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001 
a. Sebelum kedatangan Raja Brooke 
Sarawak dahulu merupakan bagian dari wilayah kesultanan Brunei. 
Pemerintahan Sarawak dilaksanakan oleh seorang pembesar yang telah 
dilantik oleh Sultan Brunei. Pada tahun 1827, Pangeran Md. Salleh yang 
bergelar Pangeran Indera Mahkota telah dilantik sebagai Gubenur di 
Kuching.1 
“Undang-Undang tak tertulis” (unwritten law) di Negeri-Negeri 
Borneo (Sabah dan Sarawak) kebanyakan terdiri dari hukum dan adat 
bangsa bumiputera (pribumi) di beberapa daerah termasuk (seperti yang 
dikatakan oleh Hakim Besar Sarawak) “Hukum Islam dan Bumiputera 
yang lain sejauh yang sesuai.” Hakim Besar menambahkan bahwa “ini 
 
1 Mohammad Sholahudin Bin Abu Bakar, Ekeftifitas Makhamah Syariah (Kuala Lumpur: Utusan 
Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2004), 15. 
 



































juga termasuk Hukum Islam, Dayak dan Lain-lain yang berkaitan dengan 
pernikahan, pewarisan dan hukum-hukum adat yang berkaitan dengan 
jenayah (pidana) seperti zina dan perbuatan yang melanggar tatasusila 
seperti yang termaktub dalam hukum adat Melayu dan Dayak.”2 
Dalam sejarah pemerintahan kesultanan Brunei sendiri terdapat 
‘Undang-Undang Brunei’ yang diambil dari “Undang-Undang Islam 
Melaka”. Kondifikasi terawal undang-undang bertanggal 1211H 
(1708M). Undang-undang inilah diberlakukan di Sarawak dan 
dikompilasikan dalam ‘Hukum Adat Melayu’.3 
b. Setelah kedatangan Raja Brooke 
Sarawak jatuh ke tangan Inggris ketika James Brooke dijadikan raja 
pada 24 September tahun 1841, dimana sebab utamanya adalah 
perpecahan yang terjadi oleh para pembesar Melayu di Kuching. 
Sentimen kebencian ini mencapai puncaknya setelah terjadi 
pemberontakan besar-besaran pada tahun 1836 yang diketuai oleh 
Pangeran Usop.4 
Akibat dari peristiwa tersebut, Sultan Brunei mengirim Pangeran 
Muda Hasyim untuk mengamankan keadaan, tetapi usaha tersebut gagal, 
sehingga datanglah seorang kerabat Sultan Brunei sendiri yang kemudian 
 
2 Ahmad Mohamad Ibrahim, et al., System Undang-Undang (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 
1992), 21. 
3 Wan Arfah Hamzah, A First Look at The Malaysian (Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Bhd, 
2003), 159. 
4 Zaini Nasohah, Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia Sebelum dan Sesudah Merdeka 
(Kuala Lumpur: Yayasan Islam Terengganu, 2001), 32. 
 



































melantik James Brooke menjadi raja pada tahun 1841. Perlantikan 
tersebut adalah sebagai tanda terima kasih kepada James Brooke yang 
telah berhasil mengatasi aksi pemberontakan di Kuching. Perlantikan 
tersebut telah dipersetujui oleh Sultan Brunei pada tahun 1842. 
Sejarah modern Sarawak bermula dengan pemindahan milik dari 
kesultanan Brunei kepada James Brooke yang kemudian menjadi pendiri 
dinasti “Raja Putih” (White Rajah) Sarawak. Permindahan milik tersebut 
(bermula dari 1841 hingga 1846) bukan hanya penyerahan wilayah tapi 
juga hak untuk memerintah sebagai pemerintahan yang berdaulat.5 
Di Sarawak, Undang-Undang Keluarga Islam yang pertama sekali 
diperkenalkan ialah Perintah 13 Maret 1893 yaitu tentang perkawinan 
antara perempuan Sarawak dengan orang-orang dagang dan poligami 
kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Perintah ini kemudian diikuti oleh 
Perintah 16 Maret Ordinance 1896 tentang undang-undang lain yang 
pernah diberlakukan di Sarawak yaitu undang-undang tentang pusaka dan 
wasiat. Perintah 16 November 1898 berkaitan tentang pendaftaran 
perkawinan dan perceraian. Perintah tersebut kemudian diikuti oleh 
perintah pada tahun 1890 tentang hukuman dan sanksi yang dikenakan 
bagi mereka yang melanggar “Perintah”. Perintah tersebut kemudian 
diikuti oleh Muhammad Will Ordinance dan seterusnya oleh The Muslims 
Will Ordinance.6 
 
5 Rohani Abudi Rahim, Undang-Undang Asia Tenggara (Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1989), 215. 
6 Mahmud Zuhdi, et al., Penghantar Undang-Undang Islam di Malaysia (Selangor: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, 1992), 74. 
 



































Di samping itu, satu undang-undang yang penting juga telah 
diberlakukan di Sarawak. Undang-undang tersebut dikenal sebagai 
undang-undang Makhamah Melayu Sarawak tahun 1915 dengan 
perubahan pada tahun 1926, 1932 dan 1956 karena dinilai mengandung 
beberapa kelemahan. Akhirnya pada tahun 1978, Makhamah Syariah 
telah didirikan di bawah Undang-undang Majlis Islam Sarawak.7 
Undang-undang Makhamah Melayu Sarawak merupakan hukum 
adat yang pertama dikodifikasikan di Malaysia. Undang-undang ini 
mengandung enam puluh lima (65) pasal yang pada umumnya mengatur 
ketentuan-ketentuan yang diambil dari hukum Islam, namun undang-
undang ini bukanlah hukum Islam sepenuhnya. Undang-undang ini 
sebenarnya merupakan kompilasi terhadap hukum adat melayu yang 
bertujuan mengatur masyarakat Melayu yang mayoritas muslim.8 
c. Setelah merdeka 
Tanah melayu (sebelum Sabah dan Sarawak bergabung dan 
membentuk Negara Federasi Malaysia) mendapat kemerdekaan dari 
penjajahan Inggris dan Jepang pada tanggal 31 Agustus 1957. Namun di 
Sarawak masih diberlakukan undang-undang Makhamah Melayu 
 
7 Wakil Pengawai Pendaftar Makhamah Tinggi Syari’ah Sarawak, “Perundangan Islam di 
Malaysia” (Sarawak: Makhamah Tinggi Syariah, 2005), 33. 
8 Wan Arfah Hamzah, A First Look at The Malaysian (Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Bhd, 
2003), 160. 
 



































Sarawak sehingga Sarawak bergabung sebagai salah satu dari Negara 
Bagian Malaysia Pada 16 September 1963.9 
Pada tahun 1954 satu peraturan perundang-undangan yang dikenal 
sebagai “Ordinan Majlis Islam” telah dibentuk. Ordinan ini diberlakukan 
dengan tujuan untuk membentuk suatu lembaga yang kemudian dikenal 
sebagai “Majlis Islam Sarawak” yang bertanggungjawab dalam 
administrasi hak-hak yang berkaitan dengan ke-Islaman. Terbentuknya 
Makhamah Kadi, Makhamah Kadi Besar serta Mahkamah Ulang Bicara 
pada tahun 1978. “Undang-undang Makhamah Syariah Sarawak order 
tahun 1985” dan Pemisahan Pentadbiran daripada Majlis Islam Sarawak 
pada 2 Oktober 1990.10 
Bermula dari akhir 70-an, di negara-negara bagian Malaysia 
terdapat segi perundangan yang tersendiri. Secara umumnya pemecahan 
tersebut telah menghasilkan Undang-Undang sebagai berikut; (a) 
Enakmen Pentadbiran Makhamah Syariah; (b) Enakmen Pentadbiran 
Keluarga Islam; (c) Enakmen Kanun Jenayah Syariah; (d) Enakmen Atur 
Cara Mal; dan (e) Enakmen Atur Cara Jenayah (Jinayah).11 
Di dalam meningkatkan peran dan kualitas pelayanan publik, 
pemerintah telah setuju untuk menyusun semua organisasi dan fungsi 
Makhamah Syariah dengan membentuk tiga peringkat Makhamah 
 








































Syariah yaitu Makhamah Rendah Syariah, Makhamah Tinggi Syariah dan 
Makhamah Rayuan Syariah. Untuk mewujudkan pelayanan hukum yang 
mandiri dan merdeka, akhirnya Makhamah Syariah telah dipisahkan 
daripada Majlis Islam Sarawak yang sebenarnya adalah sebuah Majelis 
yang didirikan di bawah kontrol pemerintah sendiri. Pada tahun 1991, 
kerajaan negeri Sarawak melalui pembahasan undang-undang di Dewan 
Undangan Negeri (DUN) atau dikenal di Indonesia sebagai Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) telah meluluskan enam rancangan undang-
undang pada tanggal 1 September 1992 menjadi Ordinan. Hasil dari 
pembahasan tersebut, maka terbentuklah beberapa Ordinan dengan 
resminya. Ordinan-Ordinan tersebut adalah: (a) Ordinan Makhamah 
Syariah 1991; (b) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 1991; (c) 
Ordinan Kesalahan Jenayah 1991; (d) Ordinan Acara Mal Syariah 1991; 
(e) Ordinan Kanun Acara Jenayah Syariah 1991; dan (f) Ordinan 
Keterangan Syariah 1991.12 
Manakala di bidang kekeluargaan, Dewan Undangan Negeri 
Sarawak melalui Badan Perundangan Sarawak telah melakukan 
amandemen terhadap Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sawarak 
1991. Pada tanggal 5 November tahun 2001 Dewan Undangan Negeri 
Sarawak telah meluluskan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 
Negeri Sarawak Tahun 2001. Pada tanggal 27 Desember 2001 Undang-
 
12 Badan Perundangan Sarawak, Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 2001 (Sarawak: 
2001), 88. 
 



































Undang tersebut telah diterbitkan dengan persetujuan Yang di-Pertuan 
Negeri Sarawak (Gubenur). Dengan demikian, Ordinan Undang-Undang 
Keluarga Islam Sarawak 2001 telah secara resmi menggantikan Ordinan 
Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak yang lama. Pasal 141 ayat 1 
Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 menyebutkan: 
“Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001 telah dengan ini 
memansukhkan Ordinan sebelumnya”.13 
Dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
ini menjelaskan terdapat beberapa bagian yaitu 1. Pemulaan; 2. 
Perkawinan; 3. Pendaftaran perkawinan; 4. Penalti dan pelbagai 
peruntukan berhubugan dengan akad nikah dan perdaftaran perkawinan; 
5. Pembubaran perkawinan; 6. Nafkah istri, anak dan lain-lain; 7. 
Penjagaan; 8. Pelbagai; 9. Rayuan; 10. Penalti; 11. Am; dan 12 
pemansuhkan dan peruntukan hal-hal pengecualian.14 
2. Ketentuan Pengesahan Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga 
Islam Sarawak 2001. 
Dalam Ordinan ini tidak mengatur istilah t}alaq, tetapi Ordinan ini 
digunakan oleh Makhamah Syariah sebagai sumber rujukan yang mengikuti 
“Undang-Undang Islam”. Dalam seksyen 2 ayat 1 tentang “tafsir” yang 
menggunakan makna lain terdapat dalam Ordinan 43 Undang-Undang 
Keluarga Islam Sarawak 2001. Makna lain bagi “Undang-Undang Islam” 
 
13 Badan Perundangan Sarawak, Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 2001 (Sarawak: 
2001), 88. 
14 Ibid., 1-8. 
 



































artinya Undang-Undang Islam mengikut Mazhab Syafie atau mengikut 
mana-mana satu Mazhab Maliki, Hanbali atau Hanafi sebagaimana yang 
diputuskan oleh Majlis15. Selain itu lafaz seorang suami disahkan juga di 
depan Makhamah Syariah karena dijelaskan dalam Ordinan ini yang merujuk 
kepada undang-undang Islam. 
Ordinan ini hanya menjelaskan mengenai pelaksanaan t}alaq di depan 
Makhamah Syariah dalam seksyen 45 tentang “Perceraian dengan T}alaq atau 
dengan perintah” ayat 1-15 berbunyi sebagai berikut: 
(1) Seseorang suami atau seseorang isteri yang hendak bercerai hendaklah 
menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada Makhamah 
dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan suatu akaun 
mengandungi: 
(a) Butir-butir mengenai perkahwinan itu dan nama, umur dan jantina 
anak-anak, jika ada, hasil dari perkawinan itu; 
(b) Butir-butir mengenai fakta-fakta yang memberi bidang kuasa 
kepada Makhamah di bawah seksyen 4316; 
(c) Butir-butir mengenal apa-apa prosiding yang dahulu mengenai 
hal-ehwal suami isteri antara pihak-pihak itu, termasuk tempat 
prosiding itu; 
(d) Suatu penyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai; 
(e) Suatu penyataan tentang sama ada apa-apa dan jika ada, apakah 
langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian; 
(f) Syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat 
kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkawinan itu (jika ada), 
peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari 
perkahwinan itu (jika ada) dan pembahagian apa-apa aset yang 
diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu (jika ada) atau 
 
15 “Majlis” artinya Majlis Islam Sarawak yang ditetapkan di bawah seksyen 3 Ordinan 41 Majlis 
Islam Sarawak 2001. 
16 Seksyen 43 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 tentang “Takat kuasa 
untuk membuat sesuatu perintah” berbunyi sebagai berikut: Kecuali sebagaimana yang 
diperuntukkan dengan nyata selainnya, tiada apa-apa jua dalam Ordinan ini membolehkan 
Makhamah membuat sesuatu perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan 
seseorang suami melafazkan talaq kecuali yaitu (a) jika perkahwinan itu telah didaftarkan atau 
disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Ordinan ini; atau (b) jika perkahwinan itu telah 
dilangsungkan mengikut Undang-Undang Islam; dan (c) jika pemastautinan salah satu pihak 
kepada perkahwinan pada masa permohonan itu diserahkan adalah dalam Negeri. 
 



































jika tiada sesuatu persetujuan tersebut telah tecapai cadangan 
pemohon mengenai hal-hal itu; dan 
(g) Butir-butir mengenai perintah yang diminta. 
 
(2) Selepas menerima sesuatu permohonan untuk perceraian, Makhamah 
hendaklah menyebabkan satu saman (sanksi) diserahkan kepada pihak 
yang satu lagi itu bersama dengan satu salinan permohonan itu dan 
akuan berkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman (sanksi) itu 
hendaklah mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan 
Makhamah untuk membolehkan Makhamah menyiasat sama ada pihak 
yang satu lagi itu bersetuju atau tidak terhadap perceraian itu. 
 
(3) Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu dan 
Makhamah berpuas hati selepas siasatan dan penyiasatan yang wajar 
bahawa perkahwinan itu telah pecah belah dengan tak dapat 
dipulihkan, maka Makhamah hendaklah menasihatkan suami supaya 
melafazkan satu talaq di hadapan Makhamah. 
 
(4) Makhamah hendaklah merekodkan lafaz atau talaq itu, dan hendaklah 
menghantar satu salinan (helai) rekod (catat) itu yang diperakui sah 
kepada Pendaftar (Pegawai pencatat) yang berkenaan dan kepada 
Ketua Pendaftar (kepala pencatat) bagi pendaftaran (pemohonan). 
 
(5) Jika pihak yang satu lagi itu tidak bersetuju terhadap perceraian itu 
atau jika ternampak kepada Makhamah bahawa ada kemungkinan yang 
munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, maka 
Makhamah hendaklah dengan seberapa segera yang mungkin melantik 
suatu jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang Pegawai Agama 
sebagai Pengerusi dan dua orang lain, seorang untuk bertindak bagi 
pihak suami dan seorang lagi bagi pihak isteri, dan merujukkan kes itu 
kepada jawatankuasa pendamai itu. 
 
(6) Pada melantik dua orang itu bawah subseksyen (5)17, Makhamah 
hendaklah, jika mungkin, memberi keutamaan kepada saudara-saudara 
karib pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu. 
 
(7) Makhamah boleh memberi arahan-arahan kepada jawatankuasa 
pendamai itu tentang pengendalian perdamaian itu dan ia hendaklah 
mengendalikannya mengikut arahan-arahan itu. 
 
(8) Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat bersetuju atau jika 
Makhamah tidak berpuas hati dengan cara ia mengendalikan 
 
17 Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 tentang “Perkahwinan 
yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Ordinan ini dan boleh 
dibubarkan hanya di bawah Ordinan ini”. 
 



































pendamaian itu, maka Makhamah boleh memecat jawatankuasa 
pendamai itu dan melantik suatu jawatankuasa pendamai yang lain 
bagi menggantikannya. 
(9) Jawatankuasa pendamai itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian 
dalam temph enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh 
yang lebih lama sebagaimana yang dibenarkan oleh Makhamah. 
 
(10) Jawatankuasa pendamai itu hendaklah meminta pihak-pihak itu hadir 
dan hendaklah memberi tiap-tiap seorang dari mereka peluang untuk 
didengar dan boleh mendengar mana-mana orang lain dan membuat 
apa-apa siasatan yang difikirkannya patut dan boleh, jika difikirkannya 
perlu, menangguhkan prosidingnya dari semasa ke semasa. 
 
(11) Jika jawatankuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan 
tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama 
sebagai suami isteri, maka jawatankuasa pendamai itu hendaklah 
mengeluarkan suatu perakuan tentang hal yang demikian itu dan dan 
boleh melampirkan pada perakuan itu apa-apa syor yang difikirkannya 
patut berkenaan dengan nafkah dan penjagaan anak-anak yang belum 
dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, berkenan dengan pembahagian 
harta, dan berkenaan hal-hal lain yang ada kaitan dengan perkahwinan 
itu. 
 
(12) Tiada Penguam Syarie boleh hadir atau bertindak bagi pihak mana-
mana pihak dalam sesuatu prosiding di hadapan jawatankuasa 
pendamaian dari tiada pihak boleh diwakili oleh mana-mana orang, 
selain seorang ahli keluarga yang terdekat pihak itu, tanpa kebenarkan 
jawatankuasa pendamai itu. 
 
(13) Jika jawatankuasa pendamai itu melaporkan kepada Makhamah 
bahawa perdamaian telah tercapai dan pihak-pihak itu telah hidup 
semula bersama sebagai suami isteri, maka Makhamah hendaklah 
menolak permohonan untuk perceraian itu. 
 
(14) Jika jawatankuasa pendamai mengemukakan kepada Makhamah suatu 
perakuan bahawa ia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat 
memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami 
isteri, maka Makhamah hendaklah menasihatkan suami yang 
berkenaan itu melafazkan satu talaq di hadapan Makhamah, dan jika 
Makhamah tidak dapat mendapatkan suami itu hadir di hadapan 
Makhamah untuk melafazkan satu talaq atau jika suami enggan 
melafazkan satu talaq, maka Makhamah hendaklah merujukkan kes itu 
kepada Hakam untuk tindakan menurut seksyen 4618. 
 
18 Seksyen 46 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 tentang “Timbangantara 
oleh Hakam”. 
 




































(15) Kehendak subseksyen (5) tentang rujukan kepada suatu jawatankuasa 
pendamai tidak terpakai dalam sesuatu kes seperti; 
(a) Di mana pemohonan mengatakan bahawa dia telah ditinggal 
langsung oleh pihak yang satu lagi dan tidak tahu di mana pihak 
yang satu lagi itu berada; 
(b) Di mana pihak yang satu lagi itu bermastautin di luar Negeri dan 
ia tidak mungkin masuk ke dalam bidang kuasa Makhamah yang 
berkenaan itu dalam masa enam bulan selepas tarikh permohonan 
itu; 
(c) Di mana pihak yang satu lagi itu sedang menjalani hukuman 
penjara selama tempoh tiga tahun atau lebih; 
(d) Di mana pemohon mengatakan bahawa pihak yang satu lagi itu 
sedang mengidap penyakit mentel yang talak boleh sembuh; atau 
(e) Di mana Makhamah berpuas hati bahawa ada hal keadaan luar 
biasa yang menyebabkan rujukan kepada suatu jawatankuasa 
pendamai tidak praktik. 
 
Hal ini kemudian perceraian harus dilakukan di dalam Makhamah 
Syariah dalam seksyen 54 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001, pada peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut:  
“Tiada pelafazan talaq atau perintah perceraian atau pembatalan boleh 
didaftarkan melainkan jika Ketua Pendaftra berpuas hati bahwa 
Mahkamah telah Membuat perintah Muktamad berhubung 
dengannya.”19  
 
Apabila berlaku lafaz talak diucapkan di luar Makhamah Syariah, 
maka telah menjadi suatu kesalahan dalam tempo yang ditetapkan oleh 
Ordinan ini.20 
Dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001 tentang Pendaftran perceraian di luar Mahkamah, ayat 1-3 
berbunyi sebagai berikut: 
(1) Walau apapun seksyen 53, seseorang lelaki yang telah menceraikan 
istrinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran 
 
19 Seksyen 54 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. 
20 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
 



































Mahkamah hendaklah, dalam masa tujuh dari dari pelafazkan talaq 
itu, melaporkannya kepada Mahkamah.  
 
(2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan 
sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Undang-
Undang Islam21. 
 
(3) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa talaq yang telah dilafazkan 
itu adalah sah mengikut Undang-Undang Islam, maka Mahkamah 
hendaklah, tertaluk kepada seksyen 12822, 
(a) membuat perintah meluluskan perceraian dengan talaq;  
(b) merekod perceraian itu; dan  
(c) menghantar salinan rekod itu kepada Pendaftar yang berkenaan 
dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran”.23  
 
Setelah salah satu pihak istri atau suami membuat pengesahan 
perceraian yang terjadi di luar Makhamah Syariah. Makhamah Syariah akan 
memanggil suami dan istri untuk menghadirkan persidangan pada tanggal 
yang telah ditetapkan. Selanjutnya Mahkamah Syariah akan membuat 
penyelidikan dalam bentuk lafaz sharih (tersurat) dan kinayah 
(tersirat).24Kata Sharih adalah kata yang ketika dinyatakan, artinya langsung 
dapat dipahami. Misal, “engkau telah cerai dan engkau telah diceraikan), 
sedangkan kata kinayah adalah kata yang mengandungi arti talak dan 
lainnya. Misal, “engkau pisah jauh dariku.”25 Selain diselidiki lafaz talak, 
perlu diselidiki juga apakah lafaz tersebut diucapkan dalam keadaan sadar 
 
21 “Undang-Undang Islam” artinya Undang-Undang Islam mengikut Mazhab Syafie atau mengikut 
mana-mana satu Mazhab Maliki, Hambali atau Hanafi sebagaimana yang ditentukan oleh Majlis. 
22 Seksyen 128 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 tentang “Perceraian di 
luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah” berbunyi sebagai berikut: Seseorang lelaki yang 
menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dalam apa-apa bentuk di luar Mahkamah dan tanpa 
kebenaran Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak 
melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan 
penjara itu. 
23 Seksyen 55 ayat 1-3 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 2001. 
24 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
25 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj: Asep Sobari, et al., jilid 2 (Jakarta: Al- I’tishom, 2008), 434. 
 



































atau tidak sadar. Seterusnya Makhamah Syariah akan memberikan 
keputusan. Apabila kedua-dua pihak setuju dengan keputusan hakim, maka 
persidangan akan berakhir pada hari itu juga.26 
Adapun apabila salah satu pihak tidak setuju seperti contoh kasus 
ketika salah satu pihak tidak setuju dalam persidangan dan istrinya membuat 
permohonan perceraian tapi suami tidak mengakui atas lafaz ucapan tersebut 
maka Makhamah Syariah akan tangguhkan persidangan dan istri akan 
diberitahukan agar membawa bukti selanjutnya yaitu saksi atas keterangan 
lafaz itu.27 
Ketika mantan istri mengajukan permohonan pengesahan perceraian 
kepada pendaftar tidak bersama mantan suami, Makhamah Syariah tetapkan 
tanggal untuk melanjutkan persidangan. Apabila mantan suami tidak 
menghadiri persidangan yang telah ditetapkan, maka Makhamah Syariah 
dengan kerjasama pihak polisi akan menangkap si suami untuk mengadakan 
persidangan selanjutnya.28 
3. Proses pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam Ordinan 43 
Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. 
Terdapat beberapa langkah proses yang sering digunakan hakim dalam 
persidangan, serta menjadi panduan permohonan untuk mendapatkan 
pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah. Pertama, salah satu pihak 
suami/istri atau kedua-duanya membuat permohonan pengesahan 
 
26 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
27 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
28 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
 



































perceraiannya di tempat pendaftaran dan mengisi formula yang diberikan 
dan menyediakan persyaratan serta membayar biaya administrasi atau 
sanksi. Terdapat perbedaan pembayaran untuk mengajukan pemohonan 
pengesahan tersebut, jika salah satu pihak datang mengajukan pemohonan 
pengesahan akan membayar RM54 dan jika kedua-dua pihak akan membayar 
RM50.29 
Kedua, Makhamah Syariah menentukan tanggal persidangan untuk 
dihadirkan oleh suami istri. Pada tanggal kehadiran tersebut hendaklah tidak 
melebihi 21 hari dari mulai tanggal pendaftaran. Makhamah Syariah akan 
memberi sanksi kepada suami atau istri dalam tempoh tidak melebihi 14 hari 
setelah permohonan pengesahan didaftarkan.30 
Ketiga, suami dan istri menghadiri persidangan dengan membawa 
dokumen asal yaitu sertifikat nikah dan kad pengenalan (Kartu pengenal 
diri). Sewaktu persidangan hakim akan melakukan tanya jawab kepada 
suami dan istri. Pertama, hakim akan tanya jawab secara lisan kepada istri 
dari pertanyaan-pertanyaan seperti berikut: a) kapan lafaz itu diucapkan; b) 
dimanakah lafaz itu diucapkan; c) bagaimana lafaz itu diucapkan; d) 
bagaimana ucapan lafaz itu diucapkan; e) bagaimana kondisi suami ketika 
melafazkan; dan f) apakah kondisi istri ketika itu hamil, haid dan suci. 
Setelah istri menjawab pertanyaan tersebut kemudian hakim akan bertanya 
jawab secara lisan kepada suami dari pertanyaan- pertanyaan seperti berikut: 
 
29 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
30 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
 



































a) adakah benar dakwaan istri; b) apakah ada lafaz cerai; c) apakah kondisi 
ketika melafazkan; dan d) apakah sebab-sebab melafazkan.31 Bagaimana 
pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting bagi hakim untuk mendapat 
kepastian dalam jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila 
suami atau istri tidak mengakui pengesahan lafaz, maka persidangan akan 
dilaksanakan tidak melebihi tempo 3 bulan. 
Proses persidangan bisa terjadi selama 1 hari saja jika kedua pihak 
suami dan istri setuju. Istri dan suami melapor dan suami mengaku benar. 
Misalnya hakim sedang tidak banyak kasus yang dilayani, maka langsung 
dilaksanakan sidang pada hari itu juga, serta diberikan keputusan oleh hakim. 
Apabila salah satu pihak tidak setuju, maka persidangan tersebut ditunda 
pada tanggal berikutnya. Tempo sidang selama 1 bulan akan selesai 
mengikut masalah yang diajukan. Selain itu bisa dilihat lafaz itu sah atau 
tidak, bilangan talak jika sebelum ini suami istri pernah bercerai maka talak 
yang dilakukan di depan Makhamah adalah talak 1 kedua kali atau ketiga 
kali.32 
Keempat, Setelah hakim mendapatkan jawaban dan merasa cukup 
selanjutnya hakim membuat kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan bahwa 
lafaz itu sah/ tidak sah dalam pandangan hukum syarak. Kedua, hakim akan 
menyatakan mengapa talak itu boleh jatuh dan ketiga, hakim akan 
 
31 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
32 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
 



































menyatakan mengenai masa iddah apakah 3 kali suci atau tiga bulan atau 
sehingga melahirkan anak.33 
Kelima, Makhamah Syariah mengeluarkan perintah perceraian berupa 
catatan perceraian kepada suami dan istri untuk dibawa dengan segera ke 
Jabatan Agama Islam. Suami dan istri menyerahkan akta cerai kepada 
Jabatan Agama Islam beserta dokumen seperti sertifikat nikah dan sertifikat 
ruju’; kad pengenalan (Kartu Pengenalan Diri) atau dokumen pengenal diri 
atau passport; dan perintah daftar cerai dan catatan perceraian kemudian 
membayar daftar cerai mengikut tarif yang ditentukan oleh negeri-negeri.34 
Keenam, Surat cerai akan dikeluarkan dari Jabatan Agama Islam 
setelah keputusan Makhamah Syariah selam 3 bulan. Diantara sebabnya 
yaitu untuk memastikan masa iddah selesai dan memberi kesempatan untuk 
mengajukan banding antara salah satu pihak. Bagi suami atau istri yang tidak 
berpuas hati dengan keputusan hakim, boleh mengajukan banding ke 
peringkat makhmah yang lebih tinggi dalam tempo 14 hari dari tanggal 
keputusan.35 
B. Ketentuan Talak dalam Kompilasi Hukum Islam 
1. Sejarah terbentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam muncul setelah beberapa 
tahun Makhamah Agung membina bidang justisial Pengadilan Agama.36 
 
33 Ibid.  
34 Ilham Bin Mustapa, Wawancara, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak, 30 Oktober 2019. 
35 Ibid.  
36 Basaq Jalil, Pengadilan Agama di Indonesia, cet.I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2006), 109. 
 



































Tugas Pembinaan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 
tentang ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) 
yang dinyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan 
dilakukan oleh Departemen masing-masing,37 
Pembinaan teknis justisial dilakukan oleh Makhamah Agung. 
Meskipun Undang-Undang tersebut ditetapkan tahun 1970, namun 
perlaksanaannya dilingkungan Peradilan Agama baru pada tahun 1983 
setelah penandatangan SKB Ketua Makhamah Agung dan Menteri Agama 
RI No. 01, 02, 03 dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 Tahun 1983. 
Keempat SKB ini merupakan jalan pintas bagi menunggu keluarnya Undang-
Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang 
merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 bagi 
lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu sedang dalam proses 
penyusunan cara intensif.38 
Selama pembinaan Peradilan Agama oleh Makhamah Agung 
memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang 
diterapkan dilingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur 
karena adanya perbedaan pendapat Ulama dalam menetapkan suatu hukum 
dilingkungan peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang 
 
37 Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum 
Kewarisan (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 39. 
38 Ibid., 40. 
 



































dijadikan para hakim dalam melaksanakan tugasnya, serta memutus perkara-
perkara.39 
Kemudian, kehadiran kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum 
materiil bagi Peradilan Agama sudah sejak lama menjadi pemikiran dan 
usaha Departemen Agama. Sejak awal berdirinya departemen ini setelah 
melalui perjalanan panjang pada tanggal 25 Maret 1985, ditandatangani oleh 
SKB ketua Makhamah Agung dan Menteri Agama tentang Penunjukkan 
Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. 
Dengan proyek inilah dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada 
tersusunnya KHI, seperti penelitian terhadap “kitab kuning” penelitian 
yurisprudensi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, 
wawancara dengan ulama seluruh Indonesia, studi banding ke beberapa 
Negara Timur Tengah, kemudian diakhiri dengan pengolahan data dan 
lokakarya tingkat nasional pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang diikuti oleh 
para ulama, ahli hukum, cendikiawan, dan para tokoh masyarakat. Hasil 
lokakarya inilah yang kemudian dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI).40 
Para tokoh yang sangat peduli terhadap pelaksanaan hukum Islam di 
Indonesia terus mengusahakan agar KHI ini dapat menjadi undang-undang, 
sehingga statusnya menjadi kuat sebagai pegangan dalam melaksanakan 








































memungkinkan. Hasil usaha maksimal adalah diterbitkannya Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, dengan mana Presiden 
menginstruksikan Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI tersebut 
agar dipergunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang 
memerlukannya. Menteri agama dengan keputusan Nomor 154 Tahun 1991 
dan menunjuk Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen 
Bimas Islam dan Urusan Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan 
Keputusan Menteri dalam bidang tugasnya masing-masing.41 
Memproses KHI ini selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung 
dari MA RI yang turut terlibat dalam proses penyusunan KHI adalah para 
Ulama, dan para cendikiawan/ intlektual muslim. Kedua pihak yang disebut 
terakhir masuk dalam lingkaran proses penyusunan, karena sengaja 
dilibatkan oleh tim Pelaksana proyek atau kedua pihak yang disebut 
pertama.42 
Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) 
walaupun bukan instansi Pemerintah, sehingga tidak termasuk yang diberi 
instruksi oleh presiden dan memang tidak boleh, namun karena merupakan 
pihak yang memerlukan materi hukum seperti yang tertera pada KHI maka 
PA dan PTA menggunakan KHI ini dalam menangani perkara-perkara yang 
diterimanya.43 
 
41 Ibid., 41. 
42 Ibid.  
43 Ibid. 
 



































Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 
Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 
45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Makhamah 
Syari’ah diajurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di 
bawah ini:44 
1. Al Bajuri 
2. Fathul Muin dengan Syarahnya 
3. Syarqawi alat Tahrir 
4. Qulyubi/Muhalli 
5. Fathul Wahab dengan Syarahnya 
6. Tuhfah 
7. Targhibul Musytaq 
8. Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid Usman bin Yahya 
9. Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan 
10. Syamsuri Lil Fara’idl 
11. Al-Fiqh ‘alal Muadzahibil Arba’ah 
12. Bughyatul musytarsidin 
13. Mughnil Muhtaj 
Pada perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan 
perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 
menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak 
 
44 Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958, tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama Makhamah Syar’iah di luar Jawa dan Madura. 
 



































seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di 
Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, 
masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan 
dan perwakafan.45 
Perkembangan ini menyebabkan Lembaga Peradilan Agama harus 
meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan 
dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 
kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang dapat 
digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin 
antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Makhamah Agung dan 
Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang 
diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam 
apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam 
menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan Syariah, tidak 
mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.46 
2. Landasan Rumusan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Rumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa 
landasan: 
a. Landasan historis 
 
45 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Idonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum 
Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi, cet. I (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama 
RI, 2008), 259. 
46 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Idonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum 
Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi, cet. I (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama 
RI, 2008), 259. 
 



































Terkaitan dengan pelestarian hukum Islam, di dalam kehidupan 
masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral 
kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Komplasi 
hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan 
penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia. Dan di dalam sejarah 
Islam pernah dua kali ditiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai 
perundang-undangan negara: (1) Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang 
membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang 
terkenal dengan fatwa a lamfiri, (2) Di Kerajaan Turki Usmani yang 
terjenal dengan nama Majallah al-Ahkam al-Adliyah, (3) Hukum Islam 
pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.47 
Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh Departemen Agama pada 
tahun 1958 yang digunakan diperadilan Agama adalah merupakan upaya 
kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang 
dilakukan dinegara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul 
gagasan untuk membuat Kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum di 
Pengadilan Agama. 
b. Landasan Yuridis  
Hakim perlu memperhatikan kesadaran hukum masyarakat pasal 20 
ayat 1 yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 
menggali, mengikuti dan yang hidup masyarakat”. Kemudian juga yang 
 
47 Direktorat Pembinaan Peradialan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesai, cet. III (Jakarta: 
2003), 133. 
 



































terkait dengan tuntut normatif, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan 
bahwa Hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan pewakafan 
berlaku bagi orang-orang Islam, dalam Undang-Undang perkawinan pasal 
2 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya.48  
Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam 
adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya 
kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki 
daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya. Undang-Undang 
No. 14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1.49 
c. Landasan fungsional 
Kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, 
yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan sistem 
hukum Indonesia kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah 
pada pembangunan hukum nasional.50 
Kompilasi Islam sekarang diberlakukan dilingkungan peradilan 
agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan 
keperdataan orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan 
 
48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cet.1 (Yogyakarta: Galang Press, 2009), 12. 
49 Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 dinyatkan “Atas putusasn pengadilan dalam tingkat banding 
dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang 
diatur dalam Undang-Undang.  
50 Ali Zainuddin, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 
2006), 100. 
 



































perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang 
digagaskan oleh Makhamah Agung dan Departemen Agama yang 
melibatkan beberapa penguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas 
berlakunya KHI adalah Presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.51 
3. Sistematika Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
Sebagaimana telah di singgung di atas bahwa Kompilasi Hukum Islam 
ini hanya memuat tiga ketentuan hukum materiil Islam, yakni ketentuan-
ketentuan hukum perkawinan (munakahat), hukum kewarisan (faraidh), dan 
hukum perwakafan (wakaf). Ketiga pengelompokan bidang hukum tersebut 
ditulis dalam Kompilasi Hukum Islam secara terpisah, masing-masing dalam 
buku tersendiri. Dalam bab buku, ketentuan spesifikasi bidang hukum 
terbagi ke dalam bab-bab dan masing-masing bab dirinci lagi kedalam bab-
bab, bagian-bagian diurutkan sesuai dengan pengelompokan buku. 
Sedangkan penomoran pasal diurutkan secara keseluruhan dari buku pertama 
hingga buku ketiga. Menurut sebagian pakar hukum, perumusan-perumusan 
semacam ini termasuk salah satu pola reformasi hukum Islam yang telah 
tertuang dalam KHI, sebab dalam fiqh lama tidak merumuskan dengan pola-
pola semacam ini. Walaupun ada beberapa pandangan yang kurung setuju 
dengan gagasan perumusan semacam ini, khususnya penempatan posisi 
peraturan-peraturan tertentu yang kurang sesuai.52 
 
51 Bambang Subandi, et al., Studi Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 273. 
52 Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum 
Kewarisan (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 46. 
 



































Dari ketiga buku ini, hukum perkawinan lebih banyak dibanding dua 
buku yang lain. KHI tidak saja membahas isi hukum, tetapi juga prosedur 
pelaksanaannya. Dalam hal ini, terdapat tiga bentuk klausul KHI, yaitu: 
penyataan hukum Islam pada pokok persoalan dengan rumusan yang 
sederhana: prosedur birokratis dalam perlaksaan hukum; dan konrol hukum 
oleh Pengadilan Agama. Sebagai contoh, Pasal 129-142 dan 146-148 
memerlukan prosedur sebelum perkawinan diputuskan berakhir dengan sah. 
Tanpa memenuhi prosedur, hukum Islam tidak bisa diterapkan. Dengan 
demikian, seorang suami yang ingin menyatakan talak harus melakukan 
permohonan secara lisan dan tertulis kepada Pengadilan Agama. Jika hakim 
mengizinkan talaq, maka salinan penyataan dibuat dan didaftarkan sebagai 
“bukti perceraian”.53 
Dengan hal demikian, tujuan pembatasan ini adalah untuk mengontrol 
status diri seseorang. Negara memiliki kepentingan besar dalam masalah ini, 
karena istri yang dicerai dan anak-anak yang tanpa ayah akan menambah 
beban bagi negara. Ulama berargumen, talaq yang sering disalahgunakan 
diperbolehkan menurut Wahyu. Akan tetapi konsekuensi sosialnya 
menyakitkan bagi semua pihak. Jadi mempertahankan izin Tuhan dan 




53 Bambang Subandi, et al., Studi Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 275. 
54 Ibid., 276. 
 



































4. Ketentuan talak dalam Kompilasi Hukum Islam 
Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan talaq yang ada 
dalam bab XVI (16) tentang putusnya perkawinan yaitu pasal 115-122 
Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:55 
Pasal 115 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama 
setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 
Pasal 117 
Talaq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang 
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara 
sebagaimana dimakksud dalam pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi 
Hukum Islam. 
Pasal 118 
Talaq raj’i adalah talaq ke satu atau kedua, dalam talaq ini suami 
berhak ruju’ selama istri dalam masa iddah. 
Pasal 119 
Talaq ba’in shughra adalah talaq yang tidak boleh diruju’ tetapi boleh 
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan 
iddah. Talaq ba’in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: 
1) Talaq yang terjadi qabla ad-dukhul; 2) Talaq dengan tembusan atau 
khuluk; dan 3) Talaq yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 
Pasal 120 
Talaq ba’in kubra adalah talaq yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talaq 
jenis ini tidak dapat diruju’ dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali 
apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan 
orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da ad-dukhul dan habis 
masa iddahnya. 
Pasal 121 
Talaq sunni adalah talaq yang dibolehkan, yaitu talaq yang dijatuhkan 
terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci 
tersebut. 
Pasal 122 
Talaq bid’i adalah talaq yang dilarang, yaitu talaq yang dijatuhkan 
pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi 





55 Tim Penyusun Citra Umbara, Kompilasi Hukum Islam (Bnadung: Citra Utama, 2012), 358-359 
 



































5. Prosedur T}alaq dalam Kompilasi Hukum Islam 
Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terutama 
Kompilasi Hukum Islam yang ingin dibahas. Perceraian atau t}alaq 
merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya ikatan 
pernikahan.56 Selain itu, dijelaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam 
dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 
Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut.57 Dalam hal ini, 
perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 
Kompilasi Hukum Islam, yang membagi perceraian kepada dua bagian, 
perceraian disebakan karena t}alaq dan perceraian yang disebakan oleh 
gugatan perceraian.58 
Selanjutnya, dalam kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan istilah 
t}alaq yang bermaksud adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan 
Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 yang berikut:59 
Pasal 129 
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya 
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan 




56 Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) 
perceraian, c) atas putusan pengadilan. 
57 Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam  
58 Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam 
59 Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam 
60 Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam 
 




































Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan 
tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dminta upaya hukum 
banding dan kasasi.61 
Pasal 131 
1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari pemohoan 
dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga 
puluh hari memanggil pemohon dan istrindimaksud pasal 129 dan 
dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil 
pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. 
 
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah 
pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta 
yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah 
tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusan tentang izin 
bagi suami untuk mengikrarkan talak. 
 
3. Setelah keputusannya mempunyai ketentuan hukum tetap suami 
mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri 
oleh istri atau kuasanya. 
 
4. Bila suami tidak mengikrarkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan 
terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak 
baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami 
untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap 
utuh. 
 
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat 
penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan 
bukti percerain bagi bekas suami dan istri. 
Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai 
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk 
diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing 




61 Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam 
62 Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam 
 



































Dengan demikian, dapat disimpulkan dari aturan-aturan yang berlaku 
dalam Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk 
bercerai (t}alaq) harus disampaikan di depan sidang Pengadilan Agama.63 
 
63 Amiur Nuruddin, et al., Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum 
Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2014), 221. 
 




































ANALISIS TERHADAP RELEVANSI KETENTUAN PENGESAHAN 
PERCERAIAN DI LUAR MAKHAMAH SYARIAH DALAM SEKSYEN 55 
ORDINAN 43 UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM SARAWAK 2001 
DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 
 
A. Kelebihan dan Kekurangan terhadap Ketentuan Pengesahan Perceraian di Luar 
Makhamah Syariah dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga 
Islam Sarawak 2001 dan Kompilasi Hukum Islam 
Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 merupakan 
undang-undang di bidang keperdataan yang hanya berlaku di Sarawak, 
Malaysia. Ordinan ini merupakan rangkaian Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak yang biasa digunakan sebagai referensi pada Makhamah Syariah 
Sarawak (Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak) dengan mengikuti undang-
undang Islam. Undang-undang Islam adalah dalam seksyen 2 ayat 1 tentang 
“tafsir” yang menggunakan makna lain terdapat dalam Ordinan 43 Undang-
Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. Makna lain bagi “Undang-Undang 
Islam” artinya Undang-Undang Islam mengikuti Mazhab Syafie atau mengikuti 
salah satu Mazhab Maliki, Hanbali atau Hanafi sebagaimana yang diputuskan 
oleh Majlis1. Di dewan “Undangan Negeri Sarawak” melalui “Badan 
Perundangan Sarawak” telah melakukan amendemen terhadap Ordinan 
 
1 “Majlis” artinya Majlis Islam Sarawak yang ditetapkan di bawah seksyen 3 Ordinan 41 Majlis 
Islam Sarawak 2001. 
 



































Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 1991. Pada tanggal 27 Desember 
2001 undang-undang tersebut telah diterbitkan dengan persetujuan Yang di-
Pertuan Negeri Sarawak (Gubenur). Dengan demikian, Ordinan 43 Undang-
Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 telah secara resmi mengganti Ordinan 
Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak yang lama. 
Selain itu, konsep talak dalam Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga 
Islam 2001 ini adalah tidak mengatur istilah t}alaq, tetapi Ordinan ini hanya 
mengatur pelaksanaan pengesahan perceraian di depan maupun di luar 
Makhamah Syariah melalui seksyen 54 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga 
Islam Sarawak 2001 tentang “Pendaftaran perceraian” dinyatakan “Tiada 
pelafazkan talaq atau perintah perceraian atau pembatalan boleh didaftarkan 
melainkan jika Ketua Pendaftar berpuas hati bahawa mahkamah telah membuat 
perintah muktamad berhubungan dengannya”.2  
Ordinan ini membuktikan bahwa pengucapan talak bisa diakui sah di 
depan maupun di luar Makhamah Syariah setelah Makhamah Syariah selesai 
melaksanakan suatu penyelidikan yang dibuat di depan persidangan. Dengan 
makna lain sah secara agama dan undang-undang ini. 
Selanjutnya, proses pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah 
dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
diawali dengan suami/istri dan kedua-duanya datang ke Makhamah Syariah 
mengajukan pengesahan cerai di ruang pendaftar, mengisi formulir, dan 
membayar biaya perkara. Selanjutnya pihak pendaftar memberikan tanggal 
 
2 Seksyen 54 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
 



































persidangan. Apabila sudah hadir suami dan istri, maka hakim membuat 
pertanyaan dan melakukan sesi tanya jawab tentang kasus mereka. Setelah itu, 
hakim memutuskan keputusan dan memberi catatan kepada suami atau istri 
untuk segera mendaftar perceraian dan biaya perkara pendaftaran di Jabatan 
Agama Islam Sarawak (JAIS). Selanjutnya, pihak JAIS mengeluarkan akta 
cerai tersebut. 
Terdapat beberapa manfaat bagi seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang 
Keluarga Islam Sarawak 2001 seperti berikut: 
1. Hukum pidana 
Dalam Seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001 secara jelas dinyatakan apabila suami mengucapkan talak di 
luar Makhamah Syariah kepada istri, maka suami atau istri segera 
mengajukan pengesahan perceraian dalam tempo waktu 7 hari. Sanksi pidana 
akan dikenakan dalam Seksyen 128 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga 
Islam 2001 secara jelas dinyatakan “apabila suami mengucapkan talak di luar 
Makhamah Syariah dalam macam-macam bentuk tanpa penetapan 
Makhamah Syariah, maka akan dikenakan sanksi tidak melebihi satu ribu 
ringgit (RM1,000) atau kurung tidak melebihi enam bulan (6 bulan) atau 
kedua-duanya.” 
2. Masa iddah disahkan  
Manfaat dari ketentuan pengesahan ini sangat baik karena dapat 
memenuhi hak-hak perempuan dalam masa iddah dan tidak membuang 
 



































waktu untuk menunggu terlalu lama dalam proses persidangan di Makhamah 
Syariah. 
3. Tempo batas pendaftaran dan memberikan akta cerai 
Hukum yang berlaku memberikan batas waktu untuk melapor atau 
mengajukan permohonan pengesahan dengan segera. Apabila tidak 
mengajukan dengan segera, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
Ordinan undang-undang ini.  
Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan sebagai referensi oleh hakim 
di pengadilan untuk memutuskan perkara. Pengucapan talaq tidak terjadi di 
bawah tangan dan diharuskan pengucapan talaq di depan pengadilan. Terdapat 
kekurangan dalam undang-undang ini adalah tidak ada penetapan sanksi atau 
tempo pengesahan perceraian talaq yang terjadi di luar pengadilan sebagaimana 
pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 
Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 sebagai memberitahuan 
pentingnya talaq di depan Pengadilan Agama. 
Dengan demikian, masyarakat Indonesia juga tidak merasa dirugikan 
kecuali mereka melanggar suatu kesalahan yang melanggar peraturan yang 
mengenai pelanggaran terhadap hukuman dan pelanggaran berkaitan dengan 







































B. Analisis terhadap relevansi ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah 
Syariah dengan Kompilasi Hukum Islam. 
Dari hasil analisis penulis, mengikut faktor dari Maqa>s}id Syari<’ah 
menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan 
memelihara kepentingan manusia.3 
Al-Syatibi mengatakan bahwa dari hasil penelitian para ulama terhadap 
ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, hukum-hukum disyariatkan Allah untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.4 
Hal ini menyatakan “di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.” 
Sehingga faktor ini Maqa>s}id Syari<’ah, maka tujuan ditetapkannya suatu hukum 
untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari 
mafsadat (kerusakan/akibat buruk), baik di dunia dan di akhirat. 
Maqa>s}id Syari<’ah ada tiga maslahat yaitu mengenai (a) Mashlahah a’l-
Mu’tabarah (suatu mashlahat yang diakui oleh dalil shara’); (b) Mashlahah a’l-
Mulghah (suatu mashlahat yang bertentangan dengan dalil shara’); dan (c) 
Mashlahah a’l-Mursalah (suatu mashlahat yang tidak didukung oleh dalil shara’ 
dan tidak ada pula dalil shara’ yang membatalkannya). Terdapat juga 3 
tingkatan di dalamnya yaitu (a) Mashlahah dharuriyah; (b) Mashlahah hajiyah; 
dan (c) Mashlahah tahsiniyah. Selain itu, teori ini dijelaskan lima prinsip Islam 
yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
 
3 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group), 27. 
4 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, jilid I, cet. III (Beirut: Dar Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), 195. 
 



































Relevansi ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah 
kecenderungan pada Mashlahah a’l-Mu’tabarah yakni suatu mashlahat yang 
diakui oleh dalil shara’ dengan Kompilasi Hukum Islam kecenderungan pada 
Mashlahah al-Mursalah  yakni sesuatu mashlahat yang tidak di dukung oleh 
.dalil shara’ dan tidak ada pula dalil shara’ yang membatalkannya yang 
mempunyai komparatif di antara undang-undang tersebut. 
Menurut penulis dalam Mashlahah al-Mu’tabarah yakni suatu maslahat 
yang diakui oleh dalil shara’ seperti pengucapan t }alaq terjadi di luar maupun di 
depan sidang Makhamah Syariah disahkan menurut Ordinan 43 Undang-
Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 karena sesuai dengan hukum Islam. 
Dalam hukum Islam perceraian memang tidak diharuskan melalui 
Pengadilan. Ketentuan perceraian dalam Pengadilan ini tidak diatur dalam fiqh 
mazhab apa pun, termasuk Syi’ah Imamiyah, dalam pertimbangan bahwa 
perceraian khususnya yang bernama t}alaq adalah hak mutlak seorang suami dan 
dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. T}alaq yang dilakukan 
sesuai dengan syarat yang ada maka sah hukumnya sehingga seharusnya bisa 
disahkan, misalnya yang menjatuhkan t}alaq adalah suami yang baligh, sehat 
dan khiyar. 
Dalam al-Quran, ketentuan tentang persaksian talak dinyatakan dalam 
firman Allah Swt dalam surat at}-T}alaq ayat 2 berbunyi: 
  وهَاْشِهُدْوا َذَوْي َعْدل  مِ ْنُكْم َواَِقْيُموا الشهَهاَدَة َّللِٰ ِ 
“…dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu 
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…”  
 
 



































Thabrani mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali 
bahwa maksud ayat di atas adalah perintah menghadirkan saksi atas t}alaq. Para 
imam Ahlul Bait berpendapat bahwa saksi atas t}alaq wajib dihadirkan. Bahkan, 
hal itu merupakan syarat sah t}alaq.5 
Dengan demikian, dalil di atas bisa digunakan untuk menguatkan 
pentingnya t}alaq dilakukan di Pengadilan Agama sehingga perlu ada 
pengesahan t}alaq sebagaimana ketentuan pengesahan perceraian di luar 
Makhamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga 
Islam Sarawak 2001. 
Hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam 
hanya mengesahkan t}alaq di depan Pengadilan agama. Sedangkan pengucapan 
t}alaq di luar Pengadilan Agama tidak disahkan oleh negara padahal menurut 
Agama adalah sah. Dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam sudah cukup jelas 
mengenai t}alaq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang 
menjadi satu sebab putusnya perkawinan, dengan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 129, 130, dan 131.6 
Menurut penulis, dalam faktor Maqa>s}id Syari<’ah di Kompilasi Hukum 
Islam terhadap mashlahat yang mengenai yaitu, mashlahah al -mursalah yakni 
sesuatu mashlahat yang tidak di dukung oleh dalil shara’ dan tidak ada pula 
dalil yang membatalkannya kerana untuk kepentingan masyarakat di Indonesia. 
 
5 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 207-210. 
6 Pasal 117 kompilasi Hukum Islam 
 



































Oleh karena Kompilasi Hukum Islam hanya mengesahkan t}alaq yang 
diajukan ke Pengadilan Agama yang terkait perceraian, maka terjadilah 
perceraian talaq di luar Pengadilan Agama. Tetapi tidak disahkan oleh Negara 
karena mereka tidak mengikuti Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. 
Faktor yang mengakibatkan hak-hak perempuan tidak dipenuhi adalah adanya 
iddah dua kali. Pertama, iddah di luar Pengadilan Agama dan kedua, iddah di 
depan sidang Penagadilan Agama. 
Dari analisis penulis, Jika kita lihat dari Maqa>s}id Syari<’ah tentang 
kepentingan kehidupan manusia. Dalam faktor ini, pengesahan t}alaq di luar 
pengadilan berkaitan juga dengan memelihara agama, jiwa, akal, harta, 
keturunan. Membantu tidak memudaratkan dalam kehidupan masyarakat. 
Fatwa MUI pernah membahas tentang pengucapan talak di luar Pengadilan 
Agama tetapi tidak ada yang merespon dan tidak ada perubahan dari undang-
undang tersebut. Kemudaratan tersebut kepada masyarakat akan 
mengakibatkan punca terjadinya pengucapan t}alaq di luar Pengadilan Agama 
karena mereka mengikuti hukum Islam.  
Sekiranya hal ini tidak mendatangkan kerugian terhadap masyarakat, 
penulis berhasrat ingin memberikan pendapat atau saran bahwa ketentuan 
pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam Seksyen 55 Undang- 
Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 boleh  membantu 
masyarakat Indonesia dalam mengatasi mudharat serta Pengadilan Agama juga 
dapat menggunakan untuk memutuskan perkara, yang pertama adalah adanya 
hukum pidana, hukum pidana membantu supaya tidak ada yang merugikan 
 



































pihak manapun dan sesuai dengan yang diinginkan karena jika kita melihat 
ordinan 43 ini ada sanksi terhadap seorang yang tidak melaporkan atau melebihi 
melaporkan selama tempo yang diberi akan dikenakan sanksi.  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seksyen ini sangat 
membantu dan sangat relevan bagi Kompilasi Hukum Islam yang mengenai 
sanksi atau hukum pidana karena dengan wujud sanksi atau denda maka segala 
macam yang menjadi permasalahan kepentingan bisa dipenuhi sekaligus bisa 
berupa amaran bagi masyarakat yang tidak mematuhi hukum positif yang 
berlaku di Indonesia. 
 






































A. Kesimpulan  
Berdasarkan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Tentang ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam 
seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001 
Sejarah pembentukan ordinan sehingga diperbaharui selanjutnya 
menggunakan ordinan tersebut. ordinan ini digunakan oleh Mahkamah 
Syariah untuk mencari sumber rujukan bagi memutuskan perkara. Selain itu 
diperbolehkan serta disahkan apabila pengesahan perceraian di luar 
Mahkamah Syariah diberlakukan dengan tempo yang ditetapkan. sekiranya 
lebih dari tempo tersebut merupakan suatu kesalahan dan dikenakan sanksi. 
2. Tentang relevansi ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah 
Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam 
Sarawak 2001 dengan Kompilasi Hukum Islam 
Relevansi untuk mendapat kemaslahatan kepentingan masyarakat 
terutama hak-hak perempuan dengan menggunakan konsep Maqa>s}id 
Syari<’ah. Ketentuan pengesahan perceraian di luar Makhamah Syariah dalam 
seksyen 55 Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 2001, 
pengucapan t}alaq terjadi di luar maupun di depan sidang Makhamah Syariah 
 



































disahkan menurut Ordinan 43 Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak 
2001 karena sesuai dengan hukum Islam.  
Dalam hukum Islam juga tidak meyatakan keharusan perceraian 
melalui Pengadilan Agama. T}alaq adalah hak mutlak seorang suami dan dia 
dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. T}alaq yang dilakukan 
sesuai dengan syarat. Dalam persaksian t}alaq, pengesahan perceraian 
menghadirkan saksi atas t}alaq yang wajib dihadirkan. Dengan demikian, 
terdapat komparasi terhadap relevansi di antara undang-undang Sarawak dan 
Kompilasi Hukum Islam, pentingnya t}alaq  dilakukan di Pengadilan Agama 
sehingga perlu ada penetapan sanksi yang menyebabkan apabila berlaku 
keterlambatan pengesahan t}alaq sebagaimana ketentuan pengesahan 
perceraian di luar Makhamah Syariah dalam seksyen 55 Ordinan 43 Undang-
Undang Keluarga Islam Sarawak 2001. 
Dengan demikian, Ordinan ini sangat membantu dan sangat relevan 
bagi Kompilasi Hukum Islam. Di mana, menurut faktor ini sangat memberi 
kesan positif dan nilai kemashlahatan bagi manusia dipenuhi. 
B. Saran 
Saran atas penutup pembahasan ini dikemukakan semoga dapat memberi 
kemasukan dan manfaat. 
1. Hendaklah pemerintah di negara Indonesia memikir kembali kemaslahatan 
dari suatu pemberlakuan hukum khususnya dalam pengesahan perceraian di 
luar sidang pengadilan agama. Semua aspek harus diteliti agar keadilan 
sosial dan agama bersama ditegakkan tanpa memberatkan pihak manapun. 
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